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UNIVERSITA TERBUKA 

BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. -Gambaran -Umum -Kabupaten Lamandau 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif, di mana peneliti 

memulai mengambila data melalui observasi langsung ke lapangan dengan 

menggunakan beberpa instrumen penelitian yang mengacu kepada objek yang 

akan diteliti dalam penelitian ini. Pada penelitian ini adapun objek yang menjadi 

pusat penelitian peneliti adalah konflik lahan yang te:rjadi di Kabupaten 

Lamandau yang tersebar di delapan kecamatan yang ada, namun dalam hal ini 

fokus utamanya Kecamatan Bulik, karena persentase konfik yang banyak te:rjadi 

di kecamatan ini. Selain konflik tanah/lahan fokus utamanya adalah kebijakan 

pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik-konflik tanah yang te:rjadi, di 

Kabupaten Lamandau, khususnya di wilayah Kecamatan Bulik. 

Dikutip dari RJPMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Secara geografis, 

Kabupaten Lamandau terletak pada 1° 9' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan 

dan 110° 25' sampai dengan 112° 5' Bujur Timur. Kabupaten yang merupakan 

salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki wilayah yang 

cukup luas, yaitu sekitar 6.414 Km2
• 

Secara administratif Kabupaten Lamandau berbatasan dengan: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan 

Kabupaten Seruyan. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan 

Provinsi Kalimantan Barat. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan 

Provinsi Kalimantan Barat. Peta wilayah administratif dapat dilihat pada 

Gambar4.1. 

Gambar4.1 

Peta Administrasi Kabupaten Lamandau 

·. K;:.:~ 

Ke(:.~ 

Kec.l.~ $ 

I " 

lbukota Kabupaten Lamandau terletak di Nanga Bulik. Wilayah 

administr.asi Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang terdiri 

dari 80 desa dan 3 kelurahan. Jarak teijauh dari ibukota Kabupaten Lamandau ke 

ibukota kecamatan adalah Kecamatan Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya 

adalah Kecamatan Batang Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau 
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sejauh 84 km, dan Kecamatan Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang 

terdekat adalah Kecamatan Sematu J aya. 

Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki 

luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu seluas 1.333 km2 

(20, 78 persen) dari total luas wilayah -Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, 

Kecamatan Belantikan Raya seluas 1263 km2 (19,69 persen) dari luas wilayah 

Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik Timur seluas 1074,72 km2 (16,76 

persen) dan Kecamatan Batang Kawa dan Delang merniliki luas yang kurang 

lebih sama, seluas 685 km2 atau (1 0,59 persen). Sedangkan kecamatan yang 

merniliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan 

persentase luas (1,35 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau. Untuk 

lebihjelasnya dapat dilihat Tabel 4.1. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel4.1 

Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa!Kelurahan 
MenurutKecamatan di Kabupatec Lamandau Tahun 2012 

Nama Kecamatan Tinggi Luas Persentase Jumlah 
Rata- Daerab L11as Desai 

Rata dpl (Km2) Kecamatan Keluraban 
(m) 

Bulik 90,08 665,55 10,38 12 

Bulik Timur 118,17 1074,72 16,76 12 

Sematu Jaya 109,29 86,85 1,35 7 

Menthobi Raya 124,00 620,88 9,68 11 

Lamandau 95,30 1333,00 20,78 10 

Belantikan Raya 110,33 1263,00 19,69 12 
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7 BatangKawa 131 ,67 685,00 10,59 9 

8 De lang 153,20 685,00 10,59 10 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 201 2/2013 

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran 

rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai 

besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. 

Topografis Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, yaitu dataran, daerah 

berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit. 

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam antara 

lain: bijih besi, .emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti 

Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 km2 

tercatat 167.343 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan. 

Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, 

jenis tanah latosol dan podsolik rnera.lt kuning yang tahan erosi namun memiliki 

tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian utara terdiri dari tanah litosol, bagian 

tengah terdiri dari tanah .podsolik merah kuning, dan .bagian selatan terdiri dari 

danau dan rawa aluviallorganosol banyak mengandung air. 

Untuk kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai 

baik besar rnaupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah 

Kabupaten Lamandau adalah sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang 

membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, 

Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai 
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Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur 

transportasi. 

Tabel4.2 

Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 

Rata-rata 

No. Nama Sungai 
Panja Dapat 

ng(km) Dilayari (km) Kedal Lebar 
aman(m) (m) 

1 Sungai Sulik 45 45 5 30 

2 Sungai Lamandau 65 65 6 65 

3 Sungai Belantikan 52 52 4 23 

4 Sungai Matu 21 21 3,5 8 

Sungai Satang 
5 Kawa 65 65 6 25 

6 Sungai Delang 57 40 5 18 

7 Sungai Kungkung 20 - 2 4 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : 

a. Mineral Logam, terdiri dari: 

1) bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, 

Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi 

Raya dan Kecamatan Lamandau; 

2) bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi .Raya, Kecamatan Bulik, 

Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecarnatan Bulik 

Timur; 

3) .galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang 
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Kawa; 

4) zinc terse bar di Kecarnatan Batang Kawa dan Kecarnatan Belantikan 

Ray a; 

b. Mineral non logarn yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecarnatan Larnandau. 

c. Batuan khusus,terdiri dari: 

1) granit terse bar di kecarnatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan 

Ray a; 

2) andesit tersebar di Kecarnatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya, 

Kecamatan Bulik Timur, Kecarnatan Batang Kawa, Kecamatan Delang 

dan Kecarnatan Lamandau; dan 

3) pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Lamandau. 

d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari: 

1. emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa 

Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan. Desa T anjung Beringin; 

2. ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa 

Penopa. 

Kawasan peruntukan industri meliputi: 

a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan 

kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar; 

b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan 

industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan. 

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: 
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a. wisata alam; dan 

b. wisata budaya. 

Kawasan peruntukan wisata alam antara lain: 

a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan 

Belantikan Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau; 

b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang, 

kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik 

Timur, kecamatan Bulik; dan 

c. Wisata flora dan fauna di Sopan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung 

serta Sopanan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pemancingan di Dallau 

Sematu. 

Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain: Rumah Betang di 

kecamatan Delang dan kecamatan Lamandau. 

Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa, 

terdiri dari perempuan 32.722 jiwa dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila 

dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat 

kepadatan penduduk dari 9,28 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 

menjadi 10,93 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012. Kepadatan penduduk 

tertinggi ada di Kecamatan Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per kilometer 

persegi, diikuti Kecamatan Bulik sebanyak 36,59 penduduk dan Kecamatan 

Menthobi Raya sebanyak 15,42 penduduk. Sementara kecamatan denganjumlah 

penduduk paling sedikit adalah Batang Kawa (3,86) dan Belantikan Raya (4,13). 

(Lihat Tabel 4. 
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Tabel4.3 

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan 
Kecamatan Di Kabupaten Lamandau 

Luas Daerah Kepadatan 
No Kecamatan 

(Km2) 
J"umlab Penduduk Penduduk (Per 

Km2) 

1 Bulik 665,55 24.352 36,59 

2 BulikTimur 1.074,72 7.104 6,61 

3 SematuJaya 86,85 9.867 113,61 

4 Menthobi Raya 620,88 9.576 15,42 

5 Lamandau 1.333,00 5.991 4,49 

6 Belantikan Raya 1.263,00 5.212 4,13 

7 De lang 685 5.346 7,80 

8 Batang Kawa 685 2.642 3,86 

Jumbh Total 6.414 70.090 10,93 

Tahun 2011 66.061 10.3 

Tahun 2010 63 .1 99 9,85 

Tahun 2009 63 .079 9,83 

Tahun 2008 59.531 9,28 

Sumber: Katalog BPS KabupaJen Lamandau dalam Angka 201212013 

Berdasarkan data dari Statistik Daerah Kabupaten Lamandau 2012, realisasi 

investasi di Lamandau meliputi bidang pertanian dan umum, kehutanan, 

perkebunan dan pertambangan pada tahun 2009 mencapai Rp. 42,37 rnilliar, 

yang mencakup investasi PMA, PMN dan PBS. Angka ini meningkat dibanding 

tahun sebelumnya yang mencapai Rp.27,33 milliar. Total investasi di sektor 

pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan, pert:affibangan dari tahun 2003 s.d 

2009 mencapai Rp. 117,405 milliar. 

Tugas Akhir Program Magister (TPAM) 149 

16/41956.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITA TERBUKA 

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan 

ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarika.Tl 

investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di 

Kabupaten Lamandau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian 

pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi 

dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan. 

Untuk mengidentiflkasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Lamandau 

dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indi.l(ator yang 

tersedia untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas dan 

jumlah demo. Penjelasan akan dua hal tersebut akan dijabarkan pada paragraf di 

bawah ini. 

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan 

pada tahur1 tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak 

kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, 

pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan 

tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka 

semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. 

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan 

kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat 

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman 

kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta 
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menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak 

kriminalitas dapat diminimalisir. 

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang tetjadi dalam peri ode 1 

(satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan 

protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umurn. Unjuk rasa biasanya 

dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang 

kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai 

sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. 

Aksi demontrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan 

kerugian. Namun, memonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan 

secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat 

merugikan masyarakat secara luas. 

B.HASIL 

1. Data Konflik Lahantranah di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau. 

Menurut Camat Bulik pada wawancara tanggal 28 April2014 menerangka.'l 

bahwa: 

"Konflik laban di Kabupaten Lamandau, khususnya Kecamatan Bulik ini cukup 
tergolong tinggi dan bisa dikatakan rutin, karena dari data yang ada di kantor 
kami, tiap tahun selalu ada kasus ini". 

Penyataan Camat Bulik di atas diperkuat oleh Mardali dalam waw3Ilcara tanggal 

28 April2014, yang mengungkapkan bahwa: 

"di Kecamatan bulik ini pada dalam rentan waktu dari 2011-2013 ada terdapat 
kurang lebih 10 kasus sengketa tanah."(wawancara tanggal, 28 AprD 2014). 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disajikan data sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten 

Lamandau, mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 sebagai berikut: 

No 

1 

2 

Tabel4.4 
Data Konflik Laban di Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 

(berdasarkan data BPN Kab. Lamandau) 

Tahun Jumlah Jenis Pihak Yang Persoalan Kasus 
Kasus Kasus Bermasalah 

2011 2 kasus Sengketa 3 .Masrumsyah, dkk. IKiaim lahan selua~ 
Dengan PT. F±= 3 16 hektar di area 
Gemareksa IJ>erkebuanan PT. 
Mekarsari. Gemareksa 

~ekarsari. 
4.Sarjan, dkk. IJ>erebutan statu~ 

Dengan Eson, dkk. [I<:epemilikan lahar 
Plasma seluas ± SS 
lhektar yang yang 
seyogyanya milik 
Sarjan, dkk karem 

ada dilahan milit 
jmereka. Namun d" 

~aim Eson, dkk. 
Milik mereka. 

2012 2 kasus Sengketa/ 3.Nomon Penggugatan tanah 
Per data Ringkin,dkk seluas ± 472.979,5 

dengan pihak lffi2 di lokasi HGU 
perusaha.an, fPT. FLTI. 
pemerintah dan 
masyarakat lain. Penggugatan tanah 

4. Ubar,dkk dengan tpotensi Desa Bunu 
pihak tergugat ~ang menjadi lahan 
(perusahaan PT. IPerkebunan PT. 
Gemareksa IGemareksa 
Mekarsari, iMekarsari. PadahaJ 

Pvm~rintah ltanah berada diluru 
daerah, BPN, lfiGU perusahaan. 
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Masyarakat lain) 

3 2013 9 Sengketa 2. Masrumsyah, ~aim tanah seluas 
dkk dengan 417,65 Ha di Desa 
PT.Satria BukitRaya. 
Hupasarana 

Sumber: BPN Kab. Lamandau 

Tabe14.5 
Permasalahan Laban di wilayah Kecamatan Bulik tahun 2013 

No Pihak Yang Bermasalah Persoalan Kasus Status 
Kasus 

1. Kelompok Tani Bela Klaim Tanah Belum 
Benua dengan PT. Sumber selesai 

Mahardika Graha 

2 Koperasi Tani Sejahtera Klaim tanah dari pihak Belum 
dengan PT. Sumber koperasi atas lahannya selesai 
Mahardika Graha yang di tanami sawit oleh 

Sumber Mahardika Graha. 

3 Warga Desa Bunut dengan Klaim lahan seluas 1 0 Ha Bel urn 
pihak PT. Gemareksa selesai 
Mekarsari. 

4 Warga Nanga Bulik Menuntut lahan 20% dari Bel urn 
dengan PT. Gemareksa HGU PT. Gemareksa selesai 

Mekarsari Mekarsari, sebagai lahan 
plasma. 

5 Desa Bukit Indah dengan Tanah kas De sa yang Bel urn 
PT. Gemareksa Mekarsari belum diserahkan oleh PT. selesai 

Gemareksa Mekarsari 

6 Desa Arga Mulya dengan Tanah kas Des a yang Bel urn 

PT. Gemareksa Mekarsari belum diserahkan oleh PT. selesai 
Gemareksa Mekarsari 

7 Karang Taruna Harapan Sengketa Lahan Bel urn 
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Bersama Nanga Bulik (Perebutan Lahan Pontensi Selesai 
dengan De sa Sungai Desa) 
Mentawa 

Sumber: Data Kecamatan Bulik 2013 

2. Gambaran Umum Konflik Lahanffanah antara Warga Nanga Bulik 

dengan Pihak Perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari 

a. Keterangan Warga Nanga Bulik 

Konflik yang teljadi di Nanga Bulik, antara warga dengan pihak perusahaan 

PT. Gemareksa Mekarsari ini kerap lc..ali teljadi. Konflik ini teljadi karena pihak 

perusahaan dianggap telah menyerobot wilayah wilayah adat masyarakat Nanga 

Bulik, seperti yang diungkapkan oleh Y osep Maran pada wawancara tanggal 28 

April2014 yang mengatakan" 

"PT. Gemareksa Mekarsari telah menyerobot wilayah masyarakat adat seluas 
856 hektare dari luas izit1 kordinat HGU yang diberikan pada perusahaan sawit 
tersebut. Oleh karenanya masyarakat adat Lamandau meminta wilayah yang 
telah digarap tersebut dikembalikan pada masyarakat adat atau komunitas 
pewarisnya," 

Keterangan lain dari warga, lahan diklam sebagai suatu reaksi protes karena 

tuntutan mereka tidak direalisasikan oleh pihak perusahaan, yang berkaitan 

dengan kompensasi lahan dan realisasi plasma masyarakat seluas 20% dari lahan 

HGU milik perusahaan. Penyataan diatas selaras dengan apa yang dikatakan 

oleh M. Burhan, pada wawancara tanggal 1 Mei 2014 yang menjelaskan bahwa: 

"Tuntutan masyarakat yang meminta kepada pihak perusahaan (PT. Gemareksa 
Mekarsari) 20% lahan dari Hak Garap Usaha ( HGU) yang diperuntu.lcan untuk 
lahan plasma masyarakat kurang diindahkan." 

Penyataan M.Burhan ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Peto yang 

juga merupakan warga Nanga Bulik yang mengaku bahwa lahan milik belum 
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dikompensasi sesuai tuntutan yang di ajukan. Pada wawancara tanggal 2 Mei 

2014 Peto mengatakan: 

"Pihak perusahaan sampai saat ini belum memberikan kompensasi yang sesuai 
dengan tuntutan saya, dan tuntutan warga meminta plasma 20% dari Jahan HGU 
mereka juga belum terealisasi sepenuhnya. Ini lah yang membuat kami 
mengklam lahan mereka." 

Tututan masyarakat ini mengacu kepada Permentan No.98 Tahun 2013, pasall5 

yang menegaskan bahwa pihak perusahaan mempunyai kewajiban memfasilitasi 

pembangunan perkebunan masyarakat sekitar 20% dari luas area HGU 

perusahaan dan Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 5/2011, 

perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau izin 

usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk 

masyarakat setidaknya seluas 20 persen dari total luas areal yang diusahakan. 

Berkaitan dengan plasma ini pihak perusahaan memang menyanggupi, na..TTiun 

belum direalisasikan sampai sekarang, hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Y osef Maran pada wawancara tanggal 28 April 2014 megatakan: 

"Manajer perusahaan di lapangan sudah mengakui dan menyanggupi kebun 
rakyat itu, namun masih menunggu keputusan dari manajemen perusahaan di 
Jakarta dan hal ini semakin berlarut sampai tahun 2014 ini masih belum 
terealisasi dengan baik." 

Ketidakkonsistenan dan kelalaian pihak perusahaan dalam memenuhi 

tutntutan warga, membuat warga jengkel. Kejengkelan masyarakat kepada pihak 

perusahaan membuat mereka sampai mengadakan orasi kepada Bupati, 

menuntut agar bupati mencabut izin PT Gemareksa Mekarsari di Kelurahan 

Naga Bulik seluas sekitar 3000 hektare karena tidak memiliki IUP, HGU, dan 
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izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. hal ini senada dengan apa yang 

diungkapkan oleh M.Burhan yang mengatakan: 

"Kami sudah mengajukan tuntutan kepada Bapak Bupati agar ijin PT. 
Gemareksa Mekarsari ini dicabut, teruma pada tanal1 seluas 3000 hek"-..a.r yang 
tidak memiliki IUP, HGU dan ijin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan." 

Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa 

konflik yang terjadi di Nanga Bulik, dikarena.lcan pihak perusaha.'l menyerobot 

lahan masyarakat adat seluas 856 hektare dari luas izin kordinat HGU yang 

diberikan pada perusahaan sawit dan belum terealisasinya tuntutan 

pembangunan plasma 20% dari lahan HGU yang digarap oleh perusahaan, serta 

kompensasi yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut masyarakat atas tanah 

mereka. Hal lain juga yang memicu konflik ini dalam pandangan masyarakat 

Nanga Bulik, ketidakkonsistenan dan kelalaian pihak perusahaan dalam 

memperoses tuntutan mereka tersebut. Jadi secara langsung pihak perusahaan 

yang memulai timbulnya pemicu terjadinya konflik di Kelurahan Nanga Bulik 

lill. 

b. Keterangan Pihak Perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari 

Perusaham1 PT. Gemareksa Mekarsari merupakan perusahaan perkebunan, 

yang lahan HGUnya mencacup beberapa wilayah di Kabupaten Lamandau, salah 

satunya Kelurahan Nanga Bulik. Perusahaan ini sudah cukup lama beroperasi, 

semenjak Kabupaten Lamandau belum menjadi kabupaten dan masih masuk 

dalam wilayah Kotawaringan Barat. Berkaitan dengan koflik yang terjadi antara 

pihak perusahaan dan masyarakat diterangkan oleh pihak perusahaan, bahwa 
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konflik itu terjadi karena masyarakat menklam lahan pihak perusahaan, 

dikarnakan tuntutan konpensasi tanah mereka blm terealisasi sepenuhnya, dan 

plasma yang diminta dari 20% HGU yang ada belum terealisasi. Penyataan 

diatas selaras dengan apa yang dikatakan oleh Staf Humas pihak perusahaan 

saudara Yuren yang dalam wawancara tanggalll Mei 2014 mengatakan: 

"Konflik yang terjadi ini faktor utamanya klam lahan yang dilakukan oleh pihak 
warga Nanga Bulik, dengan alasan tututan mereka tidak direalisasikan. Tapi 
bagaimana pihak perusahaan mau merealisasikan, kalau warga menginginkan 
konpensasi diatas standar, ya yang pastinya pihak perusahaan merasa keberatan 
dengan hal ini, dan itupun perlu proses yang cukup lama, Sementara itu pihak 
masyarakat melakukan panen terhadap buah kelapa sawit yang ada, bukanakah 
hal ini sesuattu yang menjengkelkan, hal ini pun menjadi pertimbangan pihak 
perusahaan". 

Dari basil wawancara yang dilakukan dengan pjhak perusahaan maka dapat 

disimpulkan babwa konflik yang terjadi diakui memang karena klam laban yang 

dilakukan oleh masyarakat, yang menuntut konpensasi dan plasma dari pihak 

perusabaan, namun kendati sudab diberi konpensasi masyarakat terkadang masih 

tetap menuntut kembali laban yang sudab dikonpensasi dengan berbagai alasan, 

yang membuat pihak perusabaan merasa dirugikan dan tidak sanggup memenuhi 

tuntutan pihak masyarakat lagi, sehingga konflik yang ada memanas, sampai 

pada pemblokiran jalan panen oleh pihak masyarakat dan kadang sampai pada 

meja pengadilan. 

c. Keterangan Pihak Pemerintah 

Pemerintah desalkelurahan bahkan kecamatan dalam masalah konflik yang 

terjadi pada warganya dengan pihak perusahaa.n,mengaku mereka bersikap 

neteral tidak memihak siapapun, baik masyarakat maupun perusahaan. Disini 
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pemerintah mengak:u hanya menjadi perpanjangan tangan dan mediator untuk 

menyelesaikan sengketa diantara dua belah pihak:, agar tidak: memanas dan bisa 

mencapai kata sepak:at. Seperti yang diungkapkan oleh Mardali, Lurah Nanga 

Bulik pada wawancara tanggal 18 April, beliau mengatak:an: 

"Pihak kelurahan ga bisa berbuat apa-apa pak:, kami hanya mempunyai 
kewenangan terbatas, jadi sikap yang tepat kami netral saya, dan kami hanya 
berlaku sebagai mediator saja agar persoalan ini bisa terselesaikan tanpa 
harus sampai pada pihak: pengadilan". 

Dari keterangan Pak: .Lurah ini bahwa pihaknya bersikap neteral dan hanya 

berusaha untuk memediasi kedua belah pihak saja, agar persoalan keduanya 

bisa terselesaikan dengan baik dengan tanpa harus adanya tindak:an kekerasan 

dan tanpa hams berlanjut sampai pada meja pengadilan. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Camat Bulik yang pada wawancara tanggal 28 April 2014 

mengatak:an: 

"Saya selak:u camat, tidak: memihak siapa juga, hanya menghimbau kepada 
warga saya agar segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, tanpa ada korban, 
dan kami pihak: pemerintah cuma memediasi saja agar persoalan ini bisa 
diselesaikan dengan baik." 

Dari wawancara yang dilak:ukan ini dapat disimpulkan, pihak: pemerintah 

tida.lc memihak: siapapun dalam hal ini, baik p~rusahaan maupun warganya. 

Berkaitan dengan konflik ini ketika diminta keterangan dari pihak: kelurahan 

apa faktor atau penyebab uwma sehingga terjadinya konflik ini, Mardali 

Lurah Nanga Bulik juga pada wawancara tanggal 28 April 2014 menjelaskan 

kepada kami bahwa faktor terjadinya konflik ini: 

"pertama karena masyarak:at tidak: puas dengan keputusan perusahaan 
mengenai kompensasi yang ak:an diberikan, kedua dikarenak:an tututan 
plasma dari masyarak:at belum direalisasikan. 
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Jadi dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, faktor yang 

menjadi penyebab sangat jelas yaitu berkaitan dengan rasa ketidakpuasan 

masyarakak terhadap pihak perusahaan, berkaitan realisasi tututan yang mereka 

ajukan kepada pihak pemerintah. Kemudian dari beberapa keterangan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa, yang menyebabkan terjadinya konflik rasa tidak 

puas warga nanga bulik terhadap respon dari pihak perusahaan. kemudian 

pemerintah disini hanya hanya mengambil posisi yang netral, tidak memihak 

piha.lc manapun. Pemerintah hanya mengambil sebagai penengah, yang mencoba 

untuk mengambil suatu langkah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, 

terutama melalui proses mediasi, dan beriaku sebagai mediator. 

C. Pembahasan 

1. Terjadinya Konflik La!Jan!Tanah di Nanga Bulik 

Dari hasil yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

sebagian besar pennasalahan klaim lahan yang terjadi disebabkan oleh PT. 

Gemareksa Mekarsari telah menyerobot wilayah masyarakat adat seluas 856 

hektare dari luas izin kordinat HGU yang diberikan pada perusahaan sawit 

tersebut dan dalam pelaksanaan HGU tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku, tennasuk tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang 

berada di lokasi HGU tersebut, sehingga masyarakat merasa kaget dengan 

adanya lahan yang sudah berstatus HGU. Se~rti yang dijelaskan oleh Dean G. 

Pruit (2004; 27) konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki 

aspirasi tinggi atau karena altematif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. 

Ketika kon:flik semacam itu teijadi, maka ia akan semakin mendalam hila 
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aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Konflik yang 

teijadi ini dimulai dari konflik yang bersifat personal menuju dapa konflik 

organisasi, hal ini dapat kita temukan babwa konflik awalnya bermula dari 

gejolak yang ada dalam diri individu., hal ini selaras dengan apa yang 

diungkapkan oleh Nardjana (1994) Konflik yaitu akibat situasi dimana keinginan 

atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, 

sehingga salab satu atau keduanya saling terganggu. 

Terlebih lagi adanya tanab masyarakat yang tidak dienclave oleh pihak 

perusabaan, sementara kenyataan dilapangan tanab telab digarap oleh 

masyarakat dan ada dalab status HGU perusahaan. Selain itu konflik yang teijadi 

diakibatkan juga oleh kepemilikan laban yang tum pang tindih an tara masyarakat 

dan juga masih banyak tata batas antar desa yang kerapkali juga menjadi 

penyebab teijadinya klaim laban sehingga teijadinya konflik. Konflik juga 

te:rjadi karena perusabaan belum merealisasikan Permentan No.98 Tabun 2013, 

pasal 15 yang menegaskan babwa pihak perusabaan mempunyai kewajiban 

memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sekitar 20% dari luas area 

HGU perusabaan. Laban HGU hanya menjadi milik perusabaan tanpa adanya 

pembagian untuk kemitraan masyarakat sekitamya dengan membaginya untuk 

laban plasma/perkebunan masyarakat ( hal ini teijadi antara masyarakat 

keluraban bulik dengan pihak perusabaan PT. Gemareksa Mekarsari). 

Sehubungan dengan munculnya permasalaban konflik laban di atas, maka 

banyak masyarakat yang merasa dirugikan, sebagian besar dari mereka merasa 

mata pencarian hilang, mereka beranggapan pihak perusabaan telab merampas 
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sebagian besar kehidupan mereka. Dilain pihak, perusahaan perkebunan yang 

membayar kompensasi lahan kepada masyarakat, namun ternyata lahan tersebut 

tumpang tindih, sehinga menimbulkan polemik tersendiri, juga merasa sangat 

dirugikan. Pihak perusahaan merasa telah memenuhi kewajiban mereka, tetapi 

masihjuga dilrJairn oleh pihak lain. Demikianjuga dengan tdak adanya kejelasan 

tata batas antara desa juga membawakan akibat yang dirasa oleh pihak 

perusahaan merugikan mereka, karena seringkali menjadi bahan konflik ataupun 

lrJaim lahan oleh masyarakat terhadap kegiatan keija perusahaan. 

Fakta yang teijadi di lapangan selama ini, menunjukan bahwa pihak 

Perusahaan Perkebunan merasa mereka telah memiliki dasar hukurn yang kuat 

dalam pengelolaan dan eksploitasi lahan, mereka memiliki ijin lokasi, pelepasan 

kawasan, memiliki sertif:tkat HGU, sebagian besar telah membayar kompensasi 

(namun kenyataan masih terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan di lapangan). 

Sementara di pihak lain masyarakat merasa tidak adanya kejelasan hak, atas 

tanah eks-ladang mereka yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), 

sementara tanah tersebut telak masuk dalam kawasan hutan produksi!kawasan 

HGU perusahaan, hal inilah yang membuat lrJairn-mengklaim lahan yang teijadi 

antara pihak masyarakat dengan perusahaan sehingga timbulnya konf:tk. 

Di tengah polemik yang kerap teijadi, masing-masing pihak, baik masyarakat 

maupun perusahan merasa merekalah yang palin benar, sehingga masyarakat 

melakukan berbagai tindakan sebagai bentuk protes mereka terhadap pihak 

perusahaan. Tindakan tersebut diantaranya yaitu: 
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1) Penolakan terhadap pihak perusahaan. 

2) Demonstrasi. 

3) Pemanenan hasil kebun sawit. 

4) Pemasangan portal oleh masyarakat terhadap jalan masuk ke lahan rnilik 

perusahaan. 

2. Hal-hal yang Menyebabkan Sengketa Tanah di Nanga Bulik 

Status kepemilikan tanah diatur dalam hukum adat dan hukum N egara atau 

Agraria. Hu.lcum membatasi dan mengarahkan agar setiap warga masyarakat 

menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga dapat menghindari kon:flik 

dalam kehidupan bersama. Namun demikian, keberadaan Hukum tidak 

menjamin untuk menjauhkan konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya 

Sengketa tanah di Nanga Bulik karena: 

1. Pihak Perusahaan melakukan penggarapan lahan kerap kali sampai diluar 

batas ijin HGU mereka. 

2. Perusahaan telah mengganti rugi, namun ganti rugi yang dilakukan tidak 

tepat sasaran, sehingga terjadinya klaim atas tanah. 

3. Perusahan perkebunan ada juga yang menggarap/membuka lahan terlebih 

dahulu tanpa melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat/desa, dan juga 

tanpa membayar konpensasi atas tanah gaarapan tersebut. Hal ini juga 

menjadi tuntutan pihak masyarakat sehingga lahan diklaim karena 

masyarakat menuntut ganti rugi. 
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4. Belum terealisasinya tuntutan masyarakat terhadap pihak perusahaan 

terutama berkaitan dengan kebun rakyat, sehingga terjadilah pemblokiran 

jalan, pemanenan buah kelapa sawit dan lain sebagainya. 

5. Reaksi klam tanah yang dilakukan oleh pihak masyarakat karena apa yang 

diperbuat perusahaan tida.lc sesuai dengan keinginan dari pihak masyarakat. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Konflik Tanah di 

Kabupaten Lamandau 

Pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap 

penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau non litigasi di dalamnya 

terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan 

hasil musyawarahnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh staf humas PT. Gemareksa Mekarsari yaitu 

Bapak Y uren, beliau mengatakan bahwa: 

Konflik yang terjadi terutama disebabkan oleh saling klaim lahan yang 
dilakukan oleh pihak masyarakat dan juga pihak perusahaan perkebunan, 
dikarnakan tanah ya•1g digarap piha.lc perusahaan merupakan tanah eks-ladang 
masyarakat, namun dalam tuntutannya masyarakat melebihi dari kemampuan 
pihak perusahaan, makanya kerapkali kasus ini sampai pada tahap hukum" 
(Yuren: wawancara tanggal5 Mei 2014). 

Lain halnya lagi dengan ungkapan yang dikemukan oleh Suprianto pada 

wawancara yang dilakukan pada 2 Mei 2014 mengatakan: 

Konflik kerap teJjadi dikarenakan pihak perusahaan kebanyakan, menggarap 
lahannya tanpa koordinasi dengan pihak pemerintah desa maupun masyarakat 
sebagai pemilik tanah garapan tersebut. Melihat hal ini pastilah kami sebagai 
masyarakat marah dan tidak terima, maka tergelarlah demo menuntut ganti rugi 
kepada perusahaan, namun kadang-kadang tanggapan pihak perusahaan tertentu 
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kurang mengenakan sehingga teijadilah benturan antara masyarakat dengan 
pihak perusahaan (Suprianto: wawancara tanggal2 Mei 2014). 

Dari pendapat yang dikemukaan oleh informan dan pendapat oleh Caray 

(2008) dalam bukunya maka peneliti menyimpilkan bahwa secara umum 

hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang 

bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor ekstemal 

yang berasal dari pihak lainnya. Faktor internal yang menghambat proses 

penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh : 

a. Temperamen 

Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang 

menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen 

mereka. Temperamen masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat 

berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat 

beijalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih 

menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau 

mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang 

paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi 

tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah. 

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat adat juga terkadang menjadi faktor 

penghambat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari 

para responden yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai 
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tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami 

kesulitan untuk memaha.!Ili hal ya..11g menjadi fokus dari sengketa yang 

dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk 

diselesaikan. 

c. Kedisiplinan 

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaiana sengk:eta juga menjadi 

salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan 

penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya 

dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca 

sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

d. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah 

Berdasarkan informasi yang diperoleh tanah-tanah sebagai obyek sengketa 

juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya proses musyawarah. Sebagai 

contoh dalam hal penentuan batas tanah, karena dari semula patokan yang 

menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal 

penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar penentuan batas tanah 

seperti sungeti, batu, pohon-pohon dan lainnya, sehingga dalam hal ini para pihak 

mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya. 

Faktor ekstemal yang menghambat proses penyelesaian sengk:eta 

merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek 

sengk:eta yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengk:eta 

tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa Pihak ketiga ini 

biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan yang 
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terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa, dan biasanya juga 

karena faktor ganti rugi yang kurang. Pada dasarnya kelancaran jalannya 

penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada 

saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran 

semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi 

terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk 

membantu menyelesaikan sengketa yang teijadi sehingga akan diperoleh 

penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. 

Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik tanah antara masyarakat dan pihak 

perusahaan perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui BPN, 

Dinas Terkait/SKPD dan Pihak Kecamatan Bulik dan Kelurahan Bulik £ecara 

fisik tidak terdapat permasalahan, namun terdapat kendala dalam berbagai aspek 

yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Yang menyangkut masyarakat; tidak seluruh warga masyarakat menerima 

dengan baik upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam 

menyelesaikan konfik tanahllahan, karena umumnya masyarakat 

beranggapan bahwa mediasi terkadangan hanya menguntungkan pihak 

perusahaan, apalagi seperti yang di ketahui bahwa ijin prinsip operasional 

pihan perusahaan diberikan oleh pemerintah daerah sendiri. 

c. Yang menyangkut pihak perusahaan; terkadang dari pihak perusahaan disini 

agak sulit dibawa koordinasi dan kebanyakan mereka tetap pada pendiriannya 

dan mempertahankan pendapatnya, sehingga terkadang enggan dibawa untuk 
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mediasi oleh pemerintah daerah, kemudian mereka berpikiran pemerintah 

daerah dalam hal ini kemukinan akan lebih berpihak kepada masyarakatnya. 

d. Adanya LSM yang ikut campur dalam pelaksanaan penyelesain konflik lahan 

ini yang kebanyakannya hanya mengambil kesempatan guna meraup 

keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat mengganggu 

konsentrasi dalam pelaksanaannya. 

e. Keterbatasan SDM yang ada pada pelaksana perwakilan pemerintah di tingkat 

kecamatan maupun desa, sehingga sulit untuk memberi pengertian dan 

berkoordinasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. 

t~ Keterbatasan sarana dan prasarana; sulitnya sarana transportasi guna untuk 

mengikuti pelaksanaan mediasi yang dilakukan pemerintah dalam 

penyelesaian kon:flik, yang mengakibatkan adanya pihak yang tidak dapat 

hadir. 

g. Terbatasnya dana; keterbatasan dana juga menjadi penghambat bagi 

pemerintah dan masyarakat dalam mengadakan proses mediasi dan studi 

konflik kelapangan sebagai penguat mediasifpenyeselaian konflik 

tanah/lahan. 

4. Penyelesaian Konflik Tanah antara Pihak Masyarakat dan Perusahaan 

Perkebuanan (PT. Gemareksa Mekarsari, PT. SMG, d!l) 

Mengatasi dan menyelesaikan suatu kon:flik bukanlah suatu yang sederhana. 

Cepat-tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan 

keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat 

ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. 
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Menurut Wahyudi (2006: 15), untuk menyelesaikan konflik ada beberapa 

cara yang harus dilakukan antara lain: 

a. Disiplin 

Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah 

kon:flik. Seseorang harus mengetahui dan memaharni peraturan-peraturan yang 

ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk 

memahaminya. 

b. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan 

Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan 

sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. 

c. Komunikasi 

Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapetik dan 

kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik 

adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegitan sehari-hari 

yang akhimya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. 

d. Mendengarkan secara aktif 

Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola kon:flik. 

Untuk memastikan bahwa penerimaan seseorang telah memiliki pemahaman 

yang benar, mereka dapat merumuskan kembali seseorang dengan tanda bahwa 

mereka telah mendengarkan. 

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam 

memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau 

pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi 
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pada proses manaJemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk 

perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan 

penafsiran terhadap konflik. 

Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah 

yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dala!n rangka mengarahkan 

perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin 

menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak 

mungkin menghasiL.lcan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. 

Menurut Stevenin (2000, pp.134-13 5), terdapat lima langkah meraih 

kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini 

bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan: 

1) Pengenalan 

Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan 

yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan 

dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada 

masalah padahal sebenarnya tidak ada). 

2) Diagnosis 

Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai 

siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. 

Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. 

3) Menyepakati suatu solusi 

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari 

orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak 
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dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan 

cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. 

4) Pelaksanaan 

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan 

biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. 

5) Evaluasi 

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika 

penyelesaiannya tampak tida.lc berhasil, kembalilah ke langkah-langkah 

sebelumnya dan cobalah lagi. 

Stevenin (1993 : 13 9-141) juga memaparkan bahwa ketika mengalami 

konflik, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah konflik, yaitu: 

1) Jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Ada pepatah 

dalan1 masyarakat yang tidak dapat dipungkiri, bunyinya: bila wewenang 

bertambah maka kekuasaan pun berkurang, demikian pula sebaiknya. 

2) Jangan terlalu terpisah dari konflik. Dinamika dan hasil konflik dapat 

ditangani secara paling baik dari dalam, tanpa melibatkan pihak ketiga. 

3) Jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jagalah cara pandang 

dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah penting. Masalah yang paling 

mendesak belum tentu merupakan kesempatan yang terbesar. 
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a. Penyelesaian dengan Mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Lamandau 

Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kebijakan 

pertanahan dan penyelesaian kon:flik tanah melalui beberapa instansi terkait 

terutama BPN, karena berkaitan dengan pertanahan merupakan fungsi dari BPN. 

BPN sebagai wakil pemerintah telah mengambil jalan mediasi dalam 

menyelesaikan kon:flik yang teijadi dan dilandasi dengan kewenangan­

kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini 

penting sebagai landasan BPN untuk mediator didalam penyelesaian sengketa 

pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum 

privat maka tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui 

lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenarigan 

sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga 

mediasi. Oleh karena itu kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa 

melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan, hal ini dimaksudkan agar 

putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara 

efektif dilapangan. Penyelesaian sengketa tanah mencakup baik penanganan 

masalah pertanahan oleh BPN sendiri maupun penanganan tindak lanjut 

penyelesaian masalah oleh lembaga lain. Berkait dengan masalah pertana.han 

yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan atas prakarsanya sendiri untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Menurut Wijono (1993 : 66-112), 

Mediasi dipergunakan oleh Mediator untuk menyelesaikan kon:flik tidak seperti 

yang diselesaikan oleh abriator, karena seorang mediator tidak mempunyai 
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wewenang secara langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai dan rekomendasi 

yang diberikan tidak mengikat. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa putusan penyelesaian 

sengketa atau masalah tanah merupakan basil pengujian dari kebenaran fakta 

objek yang disengketakan. Output-nya adalah suatu rumusa...11 penyelesaian 

masalah berdasarkan aspek benar atau salah, das Sol/en atau das Sein. Dalam 

rangka penyelesaian masalah sengketa tersebut untuk memberikan perlakuan 

yang seimbang kepada para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk 

mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Di samping itu, 

dalam kasus-kasus tertentu kepada mereka dapat diberikan kebebasan untuk 

menentukan sendiri rumusan penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini BPN 

hanya menindaklanjuti pelaksanaan putusan secara administratif sebagai 

rumusan penyelesaian masalah yang telah mereka sepakati. 

Berdasarkan kewenangan penyelesaian masalah dengan cara mediasi itu 

dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah sehingga 

disamping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus juga dalam 

rangka kepastian dan perlindungan hukum, dengan demikian mediasi oleh BPN 

bersifat autoritatif. Pertanahan pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis dalam hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, dalam 

pergaulan masyarakat maupun bagi Negara. Dalam kehidupannya secara pribadi, 

hidup dan kehidupan manusia tidak terpisahkan dengan tanah. Sepanjang 

hidupnya manusia selalu berhubungan dengan tanah dan diatas tanahlah manusia 

melakukan kegiatan maupun mencari penghidupan. Kepentingan masyarakat 
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maupun kepentingan Perusahaan terhadap lahan/tanah inilah yang menyebabkan 

sengketa dibidang pertanahan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan 

melalui lembaga mediasi secara murni di Kabupaten Lamandau. 

Penyelesaian sengketa pertanahan termasuk melalui mediasi oleh Badan 

Pertanahan Nasional perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan 

BPN untuk menjadi mediator di dalam penyelesaian sengketa pertanahan, oleh 

karena pertanahan dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat, tidak semua 

sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Hanya 

sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak 

yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu, kesepakatan 

dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan­

pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar 

hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Apabila adanya 

penyelesaian pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, 

kasus tersebut bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan 

masalah tanah, dan dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu pihak 

penggugat dan pihak tergugat. Dalam masalah sengketa tanah seperti halnya 

dengan masalah sengketa perdata lainnya, umurnnya terdapat secrang individu 

yang merasa haknya di rugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. 

Pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi 

ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan jalan 
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menunjuk BPN (Pemerintah) sebagai seorang mediator dan disaksikan oleh 

saksi-saksi. 

Salah satu contoh kasus yaitu kasus sengketa tanah antara pihak masyarakat 

Desa Bunut dengan Perusahaan Perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari. Konflik 

ini bermula dari klaim atas tanah warga Nanga Bulik, sebagai laban perkebunan 

kelapa sawit perusahaan, yang menurut keterangan masyarakat setempat laban 

tersebut bukan merupakan bagian dari laban HGU perusahaan (berada dibagian 

luar HGU perusahaan). Penggarapan yang dilakukan pihak perusahaan tanpa 

koordinasi ataupun pemberian kontribusi kepada pihak desa, lambat laun 

memicu tetjadinya konflik saling klaim laban antara pihak perusahaan dengan 

masyarakat Nanga Bulik. Konfik ini sempat memanas, karena belum didapatkan 

titik temu penyelesaian antara kedua belah pihak. Berdasarkan laporan dari 

warga Nanga Bulik, Pemerintah Daerah mengambil langkah mediasi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut melalui BPN dalam hal ini memulai memainkan 

perannya sebagai penengah/mediator bagi kedua belah pihak dalam 

menyelesaikan konflik mereka. Mediasi menghasilkan suatu kesepakatan bahwa 

lahan tersebut dijadikan sebagai laban perkebunan Masyarakat/Desa. 
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Bagan 4.1 
Bagan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau 

PENGADUAN 

'¥ 

MENELAAH 
.., 

PEMANGGILAN 
KEDUA 

w 
UPAYA 

MUSYA W ARAH/MEDIASI 

~~ 
BERHASIL fiDAK BERHASIL 

Jlr JL. 
BERITA ACARA PENGADILAt"J 

Sumber : Dio/ah dari data sekunder 

Ketenmgan bagan : 

a. Pihak penggugat melaporkan gugatannya dikantor pertanahan kabupaten atau 

kota pada seksi bagian tata usaha; 

b. Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan 

kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tanganinya permasalahan 

yang diajukan oleh si penggugat; 

c. Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepadapara 

pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi-negosiasi untuk 
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mencapai titik temu kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yang 

bersengketa (win-win solution); 

d. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya 

penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka seksi sengketa, konflik 

dan perkara membuat suatu berita acara guna dilaksanakan mediasi tersebut. 

Adapun bentuk dari berita acara tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Judul, yang dimaksud judul disini adalah judul Berita Acara untuk 

kegiatan tertentu, jadi yang termuat didalam judul adalah kegiatannya, 

obyek dan letak tanahnya secara jelas, sehingga tidak menimbulkan 

kerancuan atau tidak sesuai dengan maksudnya; 

2) Hari Tanggal Kegiatan, yang dimaksudkan disini adalah hari dan tanggal 

pelaksanaan kegiatan yang dimaksud didalam Berita Acara tersebut; 

3) Dasar Pelaksanaan Kegiatan, disebutkan dasar pelaksanaan kegiatan 

musyawarah tersebut maksudnya adalah pelaksanaan orang yang ditugasi 

untuk melakukan musyawarah atau mediasi tersebut 

4) Orang yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan, disebutkan nama dan 

identitas kedinasan da..ri orang yang ditugasi melaksanakan musyawarah 

sesuai dengan Surat Keputusan; 

5) Jenis Kegiatan, disebutkanjenis kegiatan ya.ug telah dilaksanakan; 

6) Pihak-pihak yang hadir, pihak yang hadir disebutkan pula didalam Berita 

Acara tersebut; 

7) Hasil Kegiatan, yang dicantumkan merupakan kesimpulan dari 

musyawarah yang telah dilaksanakan tersebut; 
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8) Ketentuan Penutup, bagian ini hanya memuat kalimat penutup berita 

acara tersebut; 

9) Tanda Tangan, yang menandatangani Berita Acara adalah orang yang 

ditugasi sesuai dengan surat tugas yang mendasarinya atau orang yang 

melaksanakan tugas dimaksud oleh karena tidak semua yang hadir 

membububk:an tanda tangan, maka sebagai kelengkapan Berita Acara 

terse but 

1 0) Setelah dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini 

adalah BPN akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang 

sedang bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling 

menguntungkan dari kedua belah pihak; 

11) Apabila kedua belah pihak yang berseng.lceta sepakat dengan putusan 

yang diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan 

ditindaklanjuti. Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan 

perbuatan-perbuatan administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri. 

Adapun fungsi dari petjanjian perdamaian, berita acara, notulis maupun 

laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan 

kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang 

diterima BPN, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu 

perubahan data sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten I Kota. 

Putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator dan saksi­

saksi. Penandatanganan hendaknya dilakukan pada hari dan tanggal saat 
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diambilnya putusan tersebut secara bersamaan dan tidak diperkenankan 

dila.1cn ka.11 secara terpisah. Salah satu ciri dari penyelesaian masalah dengan 

mediasi adalah putusannya merupakan kehendak yang dirumuskan secara bebas 

oleh para pihak. Mereka boleh menentukan pilihan penyelesaian masalahnya 

karena itu putusan penyelesaian masalah dirumuskan dalam bentuk suatu 

kesepakatan (agreement). Akibat untung-rugi yang timbul dari putusan tersebut 

merupakan resiko sepenuhnya dari para pihak. Setiap lembaga penyelesaian 

sengketa mengandung keuntungan dan kekurangannya masing-masing, karena 

pendekatan penyelesaian yang dipergunakan berbeda-beda. 

Proses mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa menggunakan 

pendekatan yang memberikan perhatian utarna pada kepentingan-kepentingan 

yang berkaitan dengan persoalan yang diajukan olehpara pihak (interest based). 

Ini artinya bahwa mediasi memberikan penekanan pada kemanfaatannya bagi 

para pihak dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Dengan penekanan pada 

interest terscbut, berbagai kepentiTJ.gan para pihak yang saling bersengketa dapat 

diakomodasi secara maksimal. Hal ini akan berpengaruh pada kepuasan pihak­

pihak yang bersangkutan atas penyelesaian sengketa yar1g diputus sehingga 

mereka secara sukarela melaksanakan putusan penyelesaian sengketa tersebut. 

Inilah keuntungan substanstif dari pe.oyelesaian sengketa melalui mediasi. 

Disamping itu, masih terdapat keuntungan-keuntungan lain yang tidak bersifat 

substansial. 

Dari segi prosedural, mediasi dirasakan lebih sederhana dibandingkan 

dengan penyelesaian sengketa lain rnisalnya melalui lembaga peradilan. Hal ini 

Tugas Akhir Program Magister (TPAM) 178 

16/41956.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITA TERBUKA 

disebabkan para pihak tidak semata-mata "berlindung" dengan pembuktian­

pembuktian melainkan juga mencari pemecahan masalah yang dihadapi dengan 

mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga dapat digali akar 

permasalahan yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin dalam suatu sengketa 

yang tampaknya sangat besar, sebenarnya itu bersumber dari persoalan­

persoalan yang sangat sederhana, misalnya timbulnya sengketa batas tanah antar 

tetangga yang tampaknya sedemikian rumit, padahal sebenarnya berawal dari 

perasaan ketersinggungan salah satu pih<hlc saja. Hal seperti ini tidak mungkin 

ditemukan dalam penyelesaian sengketa di depan pengadilan karena disana 

putusan penyelesruan sengketa didasarkan pengkajian atas kebenaran bukti-bukti 

yang seringkali hanya dilihat dari segi formal dan segi waktu penyelesaian 

sengketa serta bukan kebenaran materiil Penyelesaian sengketa melalui lembaga 

peradilan memerlukan waktu yang sangat lama. Hal ini disebabkan adanya 

upaya-upaya hukum yang disediak<hll bagi pihak-pih<hlc yang tidak puas terhadap 

penyelesaian sengketa ya_flg telah diputus. Bahkan proses peradilan dapat 

diulang-ulang dengan menggunakan lembaga peradilan yang berbeda maupun 

dalam perkara yang berbeda. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap 

pun, pelaksanaan eksekusinya juga sering tidak sederhana. Berbeda dengan 

melalui lembaga mediasi, para pihak dapat mengemukakan kehendaknya d3ll 

Chlcan dipertemukan guna mencari penyelesaian yang terbaik melalui negosiasi­

negosiasi sehingga menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak, dan tidak kalah pentingnya adalah biaya yang 

hams dikeluarkan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Secara 
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umum mediasi memang memerlukan biaya, namun tidak sebesar yang 

diperlukan untuk proses diperadilan. 

Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai 

persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. 

Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator 

hams membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai 

pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya 

han.1s dapat diter1.ma da.11 memuaska.11 kedua belah pihak. Setidaknya peran 

utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan 

kepentingan-kepentingan yang saling berbeda, agar mencapai titik temu yang 

dapat dijadikan sebagai pa.Tlgk:al tolak pemecahan masal~hnya. Sebagai mediator, 

Kantor Pertanahan Kabupeten Lamandau sebagai pelaksana · kebijakan · 

pemerintah mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami 

pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap 

penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong 

diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran 

terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. 

Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan 

menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator 

akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebagai wadah informasi 

antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai 

sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu 

menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan. 
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Berbagai penyelesaian sengketa pertanahan cukup banyak ditawarkan baik 

yang bersifat litigasi maupun non litigasi tetapi dalam banyak hal hasilnya terasa 

kurang memuaskan. Penyelesaian secara mediasi baik yang bersifat tradisional 

ataupun melalui berbagai Lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) yang 

bersifat modern walaupun untuk satu dua kasus tertentu dapat diselesaikan 

dengan baik, tetapi dalam kebanyakan hal tidak memberikan penyelesaian yang 

memuaskan dan bersifat tuntas. Bahkan penyelesaian melalui pengadilan pun 

terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka 

yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk 

mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang 

menguasai tanah yang bersangkutan. Atau seba!iknya gugatan seseorang 

terhadap penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak 

yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan. 

Dari fakta pengamatan, hasil wawancara dan dari beberapa hal yang 

dikemukakan di etas, maka peneliti menyimpilkan bahwa penyelesaian sengketa 

pertanahan tidak selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. 

Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh­

tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa 

pertanahan. 
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b. Penyelesaian Konflik Tanah/Lahan Melalui Lembaga Adat Masyarakat 

Adat Secara Mediasi 

Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Lamandau 

ditemukan telah terjadi kurang lebih 10 kasus sengketa tanah baik sengketa 

tanah antar masyarakat maupun dengan pihak perusahaan perkebunan. Dari 

kasus-kasus tersebut ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui jalur litigasi 

yang sampai dengan sekarang tidak diketahui bagaimana putusan yang 

dihasilkan oleh pengadilan, disisi lain kebanyakan kasus sengketa tanah/lahan 

diselesaikan melalui jalur perdamaian di luar pengadilan (non /itigasi/alternatif). 

Langkah penyelesaian konflik pertanahan di luar Pengadilan diantaranya 

melalui penyelesaian secara hukum adat yang mengedepankan perdamaiaan dan 

kekeluargaan, Penyelesaian sengketa lahan/tanah melalui hukum adat setempat 

di yakini mampu memberikan jalan keluar se!::ara adil dan damai diantara para 

pihak yang berkonflik. 

Berkaitan dengan hukum adat ini Soepomo ( dalam Soerjono: 1979) 

memberikan rumusan, hukum adat adalah : 

"Sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatory law), 
hukm yag lridup sebagai konvensi di badan-badan hukutn negara (parlemen, 
dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan 
yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa 
desa (customry law)"'. 

Inti perumusan yang diberikan oleh Soepomo tersebut, terletak pada pernyataan 

tentang hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan cara non litigasi atau ADR sebenarnya merupakan model 

penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter dan cara hidup 
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masyarakat yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian 

sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih 

memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek yang 

bersifat materalistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang 

bersifat kekeluargaan dan gotong royong. 

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Adat Desa Sung_lrup Bapak Belt;\ beliau 

mengatakan: 

"Proses penyelesaian sengketa tanah dengan hukum adat, memang masih 
berlaku di dalam masyarakat, proses penyelesaian dengan hukum adat ini 
merupakan proses penyelesaian dengan musyawarah pada dasarnya, dimana 
diharapkan bisa diperoleh suatu kesepakatan diantara dua belah pihak:. Cara ini 
lebih mengutamakan keharmonian kehidupan masyarakat dan dengan maksud 
untuk menghindari konflik yang berkelanjutan dengan tindakan kekerasan, 
karena disini sisi kemanusiaan dan kekeluargaan lebih diutamakan." (Bele: 
wawancara tanggal15 Juni 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat 

setempat, diperoleh informasi yang sama mengenai alasan mengapa 

penyelesaian dengan cara altematif dipilih masyarakat. Mereka juga 

menyampaikan bahwa penyelesaian secara alternatif yaitu musyawarah akan 

lebih mereka tawarkan lebih dahulu kepada mereka yang bersengketa sebelum 

menempuh jalur hukum (Bele: wawancara tanggal 15 Juni 2014) Penyelesaian 

sengketa secar3. alternative/non litigasi di daerah Kecamatan Bulik, Kabupaten 

Lamandau relatif lebih mengutamakan harmonisasi dalam kehidupan 

masyarakat. Di samping itu penyelesaian dengan cara ini juga lebih 

mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini 
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identik dengan sifat masyarakat adat yang digambarkan sebagai masyarakat 

yang mengedepankan sisi naluriah tanpa mengesampingkan sisi rasional, sifat 

komunalistik, hubungan satu terhadap lainnya yang cenderung tanpa pamrih 

karena mereka merupakan kelompok masyarakat adat yang dalam interaksi 

sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap 

anggota masyarakat lainnya. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan dimana penyelesaian dengan cara ini memerlukan biaya yang relatif 

besar dan memerlukan wa.lctu yang relarif lama karena prosesnya yang cukup 

panjang dalam beracara. Karena alasan tersebutlah sehingga masyarakat 

menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Selain alasan tersebut masyarakat 

juga telah tertanam pikiran bahwa penyelesaian melalui pengadilan hanya akan 

mewujudkan keadilan bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dan memiliki 

materi yang relatif tinggilmapan. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala adat, adapun tahap-tahap 

dalam penyelesaian sengketa tanah an tara masyarakat Nanga Bulik dengan 

Pihak PT. Gemareksa Mekarsari dalam ranah hukum adat sebagai berikut: 

1) Pemanggilan pihak yang bersengketa 

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang 

bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang 

disengketakan dan diminta menunjukan bukti dari persengketaan tersebut. 

Dalam persidangan ini Kepala adat selalu memberikan kesempatan kepada 

pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut 
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keputusan diundurkan karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam 

persidangan adat. 

2) Pemanggilan saksi 

Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang 

memperkuat pembuktian terhadap ketera!1gan da.ri para pihak. Para saksi disini 

orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya 

tentang duduk perkara dari sengketa tanah. 

3) Proses muyawarah 

Sebelum memulai rapat Kepala adat yang berperan sebagai juru penengah 

mulai mempersiapkan musyawarah ditempat yang telah dipilih dan pada waktu 

yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para 

pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebelum memulai rapat 

juru penengah atau mediator dalam hal ini Kepala adat akan berusaha 

mengkondisikan agar semua pi.lJ.ak ya.11g hadir memusatkan perhatiannya pada 

musyawarah sehingga dapat beijalan secara efektif dan musyawarah beijalan 

secara kekeluargaan. 

Biasanya dalam menyelesaiaka.11 sengketa tanah yang teijadi para piha.lc yang 

bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak 

lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan melebar karena 

kepentingan dan permasalah dari para pihak a.lcan dapat dengan mudah diketahui 

oleh Kepala adat dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat 

dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak 

lainnya dan juga kepada Kepala adat. Penyelesaian sengketa altematif oleh 
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masyara.kat Nanga Bulik melalui Lembaga Adat diguna.kan untuk menyelesaikan 

sengketa dengan maksud untuk mencari penyelesaian secara win-win solution 

yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah piha.k yang 

bersengketa karena tida.k ada yang menang dan tida.k ada yang kalah, keduanya 

mempunyai kedudukan yang sama. Penyelesaian yang dipa.11dang manusiawi, 

karena mengguna.kan segala pengetahuan, sikap dan keterampilan mencipta.kan 

relasi komunikasi dan intera.ksi yang dapat membuat piha.k-piha.k yang terlibat 

saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, mencipta.kan suasana 

kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing­

masing dalam upaya penyelesaian konflik. Jadi strategi ini menolong 

memecahkan masalah pihak-piha.k yang terlibat dalam konflik, bukan hanya 

sekedar memojokkan orang. 

4) Penutup 

Tahap a.khir merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa. secara 

musyawarah. Pada tahap ini juru penengah dalam hal ini Kepala adat a.kan 

menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila 

dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepa.katan mengenai solusi bagi 

sengketa tanah yang terjadi, ma.ka kesepa.katan tersebut dapat dibuat dalam 

bentuk perjanjian tertulis. Bila anjuran tersebut diterima oleh para piha'< yang 

bersengketa, juru penengah a.kan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya, 

tetapi bila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka juru 

penengah menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur lain yang 

lebih formal melalui jalur hukum. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis tidak 

memilah-milah penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada jenis-jenis 

sengketa lainnya, akan tetapi didasarkan pada keterangan yang diperoleh dari 

para responden yang mana mereka memberikan keterangan yang relatif sama 

dimana mereka menyatakan bahwa penyelesaian setiap jenis sengketa digunakan 

penyelesaian yang relatif sama. Terdapat dasar aturan dalam proses penyelesaian 

sengketa, yang menyangkut proses beracaranya maupun hukum materiil yang 

berlaku dan menjadi altematif penyelesaian sengketa!konflik pertaanahan. 

Konflik Pertanahan terjadi apabila adanya benturan kepentingan di antara 

dua pihak atau lebih, yang merasa mempunyai hak yang sama terhadapsuatu 

bidang tanah/Lahan yang sama. Sehingga para pihak melakukan segala upaya 

untuk mempertahankan tanahllahan yang di klaim menjadi miliknya. para pihak 

juga melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling 

berhak, sehingga tidak jarang dalam kondisi seperti ini maka akan banyak pihak 

yang dirugikan dan menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang ada 

disekitarnya. Oleh karena itu maka para pihak akan berusaha untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Cara penyelesaian sengketa yang akan 

mereka tempuh pertama kali adalah secara damai dengan cara non litigasi atau 

mencari alternatif penyelesaian masalah dengan tetap mengedepankan azas 

kekeluargaan dan perdamaiandan biasanya melalui penyelesaian secara hukum 

adat setempat yang mampu memberikan rasa keadilan dengan tanpa menciderai 

rasa kekeluaargaan. 
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Penyelesaian altematif Konflik Pertanahan melalui Penyelesaiaam secara 

hukum adat setempat adalah menjadai pilihaan penyelesaian konflik tana.PJ!ahan 

bagi Masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaaten Lamandau. 

Dalam penyelesaian sengketa altematif seperti yang di ungkapkan oleh 

Damang Taguh yang merupakan damang Kabupaten Lamandau, menjelaskan: 

"Ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaian melalui 
alternatif/musyawarah dalam forum adat, yaitu tahap musyawarah mufakat o]eh 
para pihak yang bersengketa, tahap mediasi oleh lembaga hukum adat, dan tahap 
penetapan keputusan. Didalam musyarah tersebut melibatkan dewan adat dan 
pihak-pihak yang berkonflik. Dan disini nantinya ada moderator yang membantu 
jalannya musyawarah" (Taguh: wawancara tanggal16 Juni 2014). 

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui cara non litigasi atau altematif 

pilihan penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan melalui proses hukum adat 

setempat secara umum di bagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: 

a) Tahap Musyawarah Mufakat oleh Para Pihak yang bersengketa 

Penyelesaian konflik Pertanahan melalui musyawarah Mufakat sangat 

lazim dilakukan dalam Komunitas Hukum Adat, khususnya oleh para pihak 

yang berkonflik apabila menghadapi perbedaan kepentingan. di dalam 

kehidupan Masyarakat setempat maupun terhadap para pihak yang 

berkentingan dalam lingkungannya. 

b) Tahap Mediasi oleh Lembaga Hukum Adat 

Penyelesaian konflik pertanahan dalam komunitas Hukum Adat baik 

terhadap sesama masyarakat maupun terhadap para pihak yang ada dalam 

lingkungannya, apabila tahap penyelesaian Musyawarah Mufakat tidak 

tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa pertanahan akan diselesaikan 
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melalui Lembaga Hukum adat yang di Mediasi oleh para Pemangku adat ( 

Ma..r1tir adat) da!am penye!esaian sengketa pertanahan para pemangku adat 

akan meneliti secara cermat aspek-aspek yang berkaitan terhadap pengakuan 

kepemilikan Tanah/Lahan yang dipersengketakan, mulai dari historis asal-

usul kepemilikan, bukti-bukti aktifitas kef.idupan ( bekaas pondok, bukti 

tanam tumbuh hasil budidaya tangan manusia) dalam lahan/tanah yang 

dipersengketakan, serta memanggil saksi-saksi yang berbaatasan dan 

meminta keterangan kepada para tetua di Komwitas Adat setempat yang 

mengetahui secara detail keberadaan Tanah/Lahan yang dipersengketakan 

dan selaanjutnya melaksanakan kerapatan para pemangku adat untuk 

meneliti, mempertimbangkan, serta memutuskan perkara/sengketa di 

maksud atas keyakinan dan bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan 

oleh para pihak yang bersengketa. 

c) Tahap Penetapan Keputusan Adat 

Tahap Penetapan Keputusan Adat terhadap penyelesaian Sengketa/konflik 

Tanah dan Laban dilakukan setelah Para Pemangku adat dalam Komunitas 

Hukum adat melaksanakan Kerapatan Adat dalam penyelesaian Sengketa ( 

bersifat Ad Hock) dan meyakini baik secara historis, bukti-bukti pendukung 

maupun keterangan para Tetua Adat. Pada tahap keputusan adat ini Damang 

Taguh menerangkan bahwa : 

Dalan keputusan Penetapan Keputusan Adat kepada para pihak yang 
bersengketa jalan pertama; sumpah adat yang menyangkut sumpah adat 
menyolap ke arai (sumpah adat selam dalam air), sumpah adat nyolumkan jari 
kedalam arai hanga'an (mencelupkanjari kedalam air panas yang mendidih) dan 
sumpah adat tatak rotan ( potong rotan), (Taguh: wawancara 16 Juni 2014). 
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Beberapa tahapan diatas yang seperti diungkapkan Damang Taguh dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1 )Sumpah Adat 

a) Memenangkan Salah Satu pihak yang bersengketa dengan segala hak yang 

melekat padanya; 

b) Menjatuhkan Sangsi Adat terhadap pihak yang bersalah dengan segala 

konsekuensinya; 

Sumpah Adat terhadap para pihak yang bersengketa di lakukan apabila para 

pihak tidak bisa menerima keputusan hasil kerapatan pemangku adat dalam 

penyelesaian sengketa pertanahar1 ataupun perkara keperdataan baik terhadap 

sesama komunitas masyarakat adat maupun terhadap pihak-pihak lain yang ada 

dalam wilayah lingkungan masyarakat adat di Kabupaten Lamandau dan 

Sumpah Adat ini bersifat Final dan mengandung konsekuensi secara pribadi bagi 

yang bersengketa I berkonflik, Pelaksanaan Sumpah Adat ini di ikuti dengan 

ritJial Adai Tabur Beras Kuning dengan kelengkapan lainnya untuk memanggil 

penguasa jagat alam semesta ini ikut mendoakan dan menunjukkan bahwa 

kebenaran dapat dinyatakan dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah dunia 

ini dan kepada pihak yang benar dapat di menangkan dalam pelaksanaan 

Sumpah Adat ini dan sebaliknya kepada pihak yang salah dapat dinyatakan 

kesalahannya dan kalah dalam pertarungan sumpah adat ini, Pelaksanaan 

Sumpah Adat ini sering juga disebut sebagian komunitas adat dengan sebutan 

"sumpah adat jagat alam raya" yang lazim dilakukan ada 3 Jenisffingkatan 
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Sumpah Adat dalam penyelesaian sengketa keprdataan di dalam kehidupan 

Komunitas Adat di Kabupaten Lan11m.dau yaitu : 

1. Tingkat I adalah Sumpah Adat " Selam dalam air Sungai " 

Sumpah Adat " Selam dalam air Sungai " dilaksanakan di dahului oleh ritual 

secara adat mengundang penguasa jagat alam raya yang hidup dan berada di 

sepaanjang aliran sungai untuk menujukkan kebenaran bagi yang berhak atas 

hal-hal yang dipersengketakan dan menunjukan kesalahan kepada orang yang 

tidak. berhak atas hal yang dipersengketaka..'l, disaksikan oleh Tetua dan 

Pemangku dan Komunitas Adat dengan aturan main sebagai berikut : 

a. Pihak penyelenggara adat mencari teluk yang cukup dalam dan 

menyiapkan 2 (dua) batang bambu yang di tancapkan di dasar sungai 

sebagai tempat pegangan tangan masing-masing pihak di dalam air pada 

saat pelaksanaan. 

b. Pihak penyelenggara Adat menunjuk tetua adat sebagai Pemandu 

pelaksanaan Sumpah Adat 

c. Pihak penyelenggara adat menjelaskan aturan pelaksanaan Sumpah Adat 

Selam dalam air sungai kepada para pihak yang bersengketa. 

d. Pada saat pelaksanaan kepada masing-masing pihak yang bersengketa 

dirninta menceburkan diri ke permukrum air sungai dengan masing­

masing memegang ujung bambu yang telah disediakan yang berada 

dipermukaan air sungai serta melakukan persiapan; 

e. Masing-masing pihak yang bersengketa melakukan pers1apan di 

permukaan air sungan dan apabila telah menyatakan siap, Pemandu 
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memberikan aba-aba dengan cara hitungan dari hitungan 1 sampat 

dengan hitungan ke 7 .da.'l pada hitunggan ke 7 kepada para pelaku 

sumpah adat melakukan penyelaman menyusuri bambu yang telah 

disiapkan penyelenggara; 

f. Penentuan Pemenang adalah bahwa siapa yang cepat muncul/timbul 

kepermukaan air adalah pihak yang dinyatakan kalah dan bersalah dan 

bagi yang lebih lama berada di dasar sungai dinyata sebagai Pemenag 

dan berhak atas hal yang dipersengketakan 

2. Tingkat II adalah Sumpah Adat " Celup Tangan dalam Air Panas dan 

mendidih" 

Pelaksanaan Sumpah Adat " Celup Tangan dalam Air Panas dan mendidih " 

secara umum persiapan oleh penyelenggara adat hampir sama dengan sumpah 

adat Tingkat I, bedanya adalah konsekuensi pelaksanaan sumpah adat ini 

adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kecacatan fisik yaitu: 

Atas kesepakatan para pihak yang bertikai untuk melaksanakan sumpah 

adat Celup Tangan dalam Air Panas dan mendidih" penyelenggara adat 

mewinta kepada para pihak yang berseng.lceta untuk mecelupkan tangan 

telanjang kedalam air yang sedang mendidih untuk membuktikan kebenaran 

terhadap pengakuan 
. . 

masmg-masmg pihak terhadap obyek yang 

dipersengketakan " Barang siapa tangan yang dicelupkan dalam air mendidih 

tidak melepuh yang bersangkutan dinyatakan sebagai Pemenang dan berhak 

atas hal yang dipersengketakan, dan bagi tangan yang dicelupkan kedalam air 

mendidih temyata melepuh/terkelupas sebagairnana lazimnya bahwa yang 
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bersangkutan dinyatakan bersalah dan kalah dan tidak berhak atas hal yang 

dipersengkatakan. 

3. Tingkat III adalah Surnpah" Potong Rotan I Tatak Rotan " 

Pelaksanaan Surnpah adat Potong Rotan/Tatak Rotan adalah pelaksanaan 

Su.rnpah adat yang paling di takuti oleh Komunitas adat di Kabupaten 

lamandau karena menyangkut keyakinan keselamatan jiwa bagi yang bersalah 

atau bagi yang didak berhak atas obyek yang persengketakan, Pelaksanaan 

Surnpah Adat Potong Rotan I Tatal( Rotan dalam komunitas adat jarang 

dilakukan karena menyangkut keselamatan jiwa para pihak yang bersengketa, 

pelaksanaannya juga di dahului oleh ritual adat setempat dengan Doa kepada 

penguasajagat alam semesta ini adalah para pihak yang bertikai barang siapa 

yang hidup dan berada dalam kebenaran akan selamat dan diberkahi tetapi 

barang siapa yang hidup dalam kecurangan dan keserakahan maut akan 

menjemput" Putus Rotan Putus Nyawa" Harmoninya kehidupan komunitas 

masyarakat adat di Kabupaten Lamandau yang agraris secara turun temurun 

menuntun kehidupan masa kini untuk saling mengakui dan menghormati hak­

hak hidup rakyat secara lebih bermartabat, tidak saling caplok, tidak saling 

klaim, pergeseran nilai-nilai harmoni yang telah dibangun melalui kearifan 

lokal komunitas adat semakin-hari semakin memudar dengan hadirnya para 

investor perkebunan yang haus dan ingin menguasai kepemilikan lahan di 

Kabupaten Lamandau, masyarakat secara umum cenderung untuk hidup lebih 

praktis dan pragmatis, disinilah benturan kepentingan terjadi sehingga konflik 
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pertanahan tak terhindarkan dalarn kehidupan nyata saat ini, yang di tunggu 

adalah langk~l} bijak dari para penentu di Republik tercinta iPi. 

Bagan 4.2 
Skema Penyelesaian Sengeta dengan Srn11pah adat 

Sengketa 

J 
Tingkat I adalah Sumpah Adat " Sela.'TI 
dalam air Sungai 

+ 
Tingkat II adalah Sumpah Adat " Celup 
Tangan dalam Air Panas dan mendidih 

+ 
Tingkat III adalah Sumpah " Potong 
Rotan I Tatak Rotan 

Hasil!Kesepakatan 

Dari beberapa panjelasan, dari hasil wawancara maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa, penye!esaian sengketa tanah melalui jalur adat ini, masih 

sangat ~fektif dan penuh kekeluargaan. Dalam penyelesaian ini dapat kita 

lihat bahwa masih tersimpan unsur kepercayaan magis dari nenek moyang 

kita. Tiga tahapan sumpah adat ya.11g digunakan dalam penyelesaian sengketa 

tanah merupakan syarat yang masih mengandung unsur magis. 

c) Penyelesaian Konflik Melalui Rapat Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah (FKPD) 

Pemerintah Kabupaten Lamanclau dalarn kebijakannya menyelesaikan 

konflik tanah/lahan, mengupayakannya dengan mengadakan rapat FKPD yang di 

hadiri oleh para kepala SKPD, Carnat. Kepala Desa/Lurah, dan pihak 
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Manajemen Perusahan-Perusahaan yang ada di Kabupaten Lamandau. Rapat ini 

pema.lJ. dilaksanakan selama dua hari, mulai pada tanggal12-18 September 2013, 

yang bertempat di Aula Kantor Bupati Lamandau, Komplek Perkantoran Bukit 

Hibul, Nanga Bulik. 

Rapat yang dila.lcsanaka.11 ini dimaksud.lcan untuk mencari format khusus 

penyelesaian konflik tanah/lahan perkebunan di Kabupaten Lamandau, dengan 

tujuan rapat sebagai berikut: 

a). Adanya keseragaman persepsi antara anggota FKPD bersama Ketua DPRD 

Kabupaten Lamandau mengenai format penyelesaian sengketa lahan 

perkebunan di Kabupaten Lamandau. 

b). Adanya kesepl'lbtan tenta..11g strategi yang paling tepat dalam rangka 

penyeesaian sengketa tahan di Kabupaten lamandau. 

c). Segera terselesaikannya permasalahan sengketa tanah di Kabupaten 

Lamandau. 

Dari rapat FKPD ini, dihasilkan beberapa format penyelesaian sengketa tanah 

antara masyarakat ddengan pihak perusahaan perkebuna..11, yaitu: 

1) Penyelesaian melalui Musyawarah mufakat 

2) Penyelesaian melalui jalur Hukum 

Dari format yang dihasilkan, unutk menindakla.Tljuti dan memediasi kedua 

belah pihak yang bersengketa, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau 

membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tanah, yang bertugas mendampingi 

atau menjadi mediator untuk penyelesaian seng.lceta antara masyarakat dengan 

pihak perusahaan perkebunan. 
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Dari beberapa iformasi maka dapat peneliti simpulkan bahwa Rapat 

Koordinasi Forum Pi.'!lpinan Daerah, merupakan salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa yang cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang 

dilakukan Pememrintah Daerah Kabupaten Lamandau yang yang mampu 

menghasilkan beberapa keputusan yang menyangkut penyelesaian konflik lahan. 
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Berdasarkan uraian .dan analisa yang telah peneliti laku.lcan pada bagian 

terdahulu, maka dalam kesempatan ini, penulis bermaksud menyimpulkan hasil 

penelitian dan pembahasan tersebut dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Konflik Tanah/Lahan terjadi Hasil yang diperoleh peneliti pada penelitian ini 

menujukan bahwa sebagian permasalahan klaim lahan yang terjadi 

disebabkan oleh PT. Gemareksa Mekarsari telah menyerobot wilayah 

masyarakat adat seluas 856 hektare dari luas izin kordinat HGU yang 

diberikan pada perusahaan sawit tersebut dan dalam pelaksanaan HGU tidak 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk tidak adanya 

sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang berada di lokasi HGU tersebut, 

sehingga masyarakat merasa kaget dengan adanya lahan yang sudah berstatus 

HGU. Terlebih lagi adanya tanah masyarakat yang tidak dienclave o!eh pihak 

perusahaan, sementara kenyataan dilapangan tanah telah digarap oleh 

masyarakat dan ada dalah status HGU perusahaan. Selain itu konflik yang 

terjadi diakibatkan juga oleh kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara 

masyarakat dan juga masih banyak tata batas antar desa yang kerapkali juga 

menjadi penyebab terjadinya klaim lahan sehingga terjadinya konflik. Konflik 

juga terjadi karena perusahaan belum merealisasikan Permentan No.98 Tahun 
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2013, pasal 15 yang menegaskan bahwa pihak perusahaan mempunym 

kewajiban memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sekitar 20% 

dari luas area HGU perusahaan. Lahan HGU hanya menjadi milik perusahaan 

tanpa adanya pembagian untuk kemitraan masyarakat sekitarnya dengan 

membaginya untuk lahan plasma/perkebunan masyarakat (hal ini terjadi 

antara masyarakat kelurahan bulik dengan pihak perusahaan PT. Gemareksa 

Mekarsari). 

2. Konflik tanah/lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan di Kabupaten 

Lamandau diselesaikan melalui beberapa cara/jenis, seperti jalan mediasi, 

mufakat, jalur hukum positif, yang dilaksanakan melalui mediasi lewat BPN 

dan Lemb.aga Adat serta rapat forum pimpinan daerah. 

3. Kendala-kendala I permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

Pemerindah Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyelesaikan konflik 

tanah; 

a. Yang menyangkut masyarakat; tidak seluruh warga masyarakat menerima 

dengan baik upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam 

menyelesaikan kon:fik tanahllahan, karena umumnya masyarakat 

beranggapan bahwa mediasi terkadangan hanya menguntungkan pihak 

per:usahaan, apalagi seperti yang di ketahui bahwa ijin prinsip operasional 

pihan perusahaan diberikan oleh pemerintah daerah sendiri. 

b. Yang menyangkut pihak perusahaan; terkadang dari pihak perusahaan 

.disini agak sulit dibawa koor.dinasi dan kebanyakan mereka tetap pada 

pendiriannya dan mempertahankan pendapatnya, sehingga terkadang 
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enggan dibawa untuk mediasi oleh pemerintah daerah, kemudian mereka 

berpikiran pemerintah daerah dalam hal in.i kemukinan akan lebih berpihak 

kepada masyarakatnya. 

c. Adanya LSM yang ikut campur dalam pelaksanaan penyelesain konflik 

lahan ini yang kebanyakannya ha.'lya mengambil kesempatan guna meraup 

keuntungan bagi d.irinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat mengganggu 

konsentrasi dalarn pelaksanaannya. 

d. Keterbatasan SDM yang ada pada pelaksana perwakilan pemerintah di 

tingkat kecamatan maupun desa, sehingga sulit untuk memberi pengertian 

dan berkoordinasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. 

e. Keterbatasan sarana dan prasarana; sulitnya sarana transportasi guna untuk 

mengikuti pelaksanaan mediasi yang dilakukan pemerintah dalam 

penyelesaian konflik, yang mengakibatkan adanya pihak yang tidak dapat 

hadir. 

f. Terbatasnya dana; keterbatasan dana juga menjadi penghambat bagi 

pemerintah dan masyarakat dala.'!l mengadakan proses mediasi dan studi 

konflik kelapangan sebagai penguat mediasi/penyeselaian konflik 

tanah/lahan. 

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan melalui penulisan ini 

berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelesaian sengketa 

tanah melalui med.iasi, mufakat dan hukum positif, hendaknya d.ilaksanakan 
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dengan pendampingan khusus melalui Tim Khusus Pnyelesaian Sengketa tau 

melalun SKPD yang terkait. 

2. Pemerintah daerah hendaknya menerbitkan kebijakan berupa 

hukum/perundang-undangan yang tertulis jelas sebagai haluan bagi semua 

pihak guna menghindari terjadinya konflik lahan/tanah. 

3. Bagi pihak yang bertikai, hendaknya konflik segera diakhiri guna 

menghindari korban dan kerugian yang merugikan kedua belah pihak, dengan 

mencoba jalan mediasi yang di tengahi oleh pihak pemerintah. 

4. Penyelesaian konflik Pertanahan melalui kelembagaan adat adalah sebuah 

altematif pilihan dalam menciptakan harmoninya kehidupan secara damai di 

dalam masyarakat di Kabupaten Lamandau 
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Lampiran I 

INSTRUMEN PENELITIA.""'" 

Tanggal Observasi: 

Tempat : Konflik yang teijadi dala...'ll penamba...l'lga...'l pasir besi 

No Aspek yang Diamati Keterangan 

1 Lokasi Observasi 

2 Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa 

setempat 

3 Konflik lahar1 y£ulg terjadi antara warga 

Nanga Bulik dengan pihak PT. Gemareksa 

Mekarsari 

4 Siapa saja yang terlibat dalam konflik 

5 Apa saja faktor yang menyebabkan 

teijadinya konflik 

6 Dampak: te:rjadinya konflik 

7 Upaya penanggulangan konflik 
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Lampiran II 

PEDOMAN WA W ANCARA 

A. Untuk Masyarakat Nanga Bulik 

ldentitas Diri 

Nama : 

Usia: 

Pekeijaan: 

Daftar Pertanyaan 

UNIVERSITA TERBUKA 

1. Apakah anda asli warga Nanga Bulik dan sudah berapa lama anda tinggal di 

Nanga Bulik? 

2. Bagaimana kondisi anda secara ekonomi selama menjadi petani? 

3. Apa yang anda ketahui tentang perusahaan perkebunan kelapa sawit? 

4. Apa anda setuju dengan hadimya peruahaan perkebunan kelapa sawit di 

daerah anda? 

5. Menurut bapak bagaimana pola kemitraan yang selama ini ditawarkan pihak 

perusahaan perkebu11an (PT. Gemareksa, dll) kepada masyarakat? 

6. Menurut bapak, bagaimana penyelesaian kasus tanah yang hingga saat ini 

banyak yang belum tuntas ? 

7. Bagaimanakah proses teijadinya konflik lahan/tanah (antara masyarakat dat.'1 

perusahaan) di Kabupaten Lamandau ini? 

8. Apakah anda terlibat juga dalam aktifitas perusahaan perkebunan kelapa 

sa,vit ini, misalnya sebagai kariyawan atau penanam saham? 
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9. Apakab anda tabu tentang konflik laban yang terjadi antara warga Nanga 

Bulik i.nj dengan pihak Perusabaan PT. Gemareksa Mekarsari? 

10. Bagaimana pendapat anda tentang konflik yang terjadi ini? 

11. Apa sebenarnya yang menjadi faktor pemicu/penyebab terjadinya konflik 

terse but? 

12. Menurut pengamatan anda, siapa yang bersalab dalam stuasi konflik yang 

terjadi? 

13. Secara keseluruhan bagaimana tanggapan warga Nanga Bulik terhadap 

stuasi konflik ini? 

14. Berkaitan dengan konfli.l<: ini, apa sebenarnya yang menjadi tuntutan 

mendasar perusahaan kepada masyarakat? 

15. Bagaimana tanggapan pihak perusabaan atas tuntutan ini? 

16. Sudah sampai tabap mana saja anda mempertabankan tuntunan anda? 

17. Sejak kapan koflik ini terjadi? 

18. Menurut anda solusi yang bagaiman yang tepat guna mengill..iri konflik 

yang kerap terjadi? 

19. Sepengetahuan anda mulai dari tabap pengupayaan mengakhiri konflik yang 

telab dilakukan oleh kedua belab pihak berbersengketa? 

20. Bagaimana upaya pemerintah setempat dalam mengatasi hal ini? 
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B. Untuk Pihak Pemerintah Desa/Kelurahan 

Identitas Diri 

Nama: 

Umur: 

Jenis Kelamin: 

Jabatan: 

Daftar Pertanyaan 

UNIVERSITA TERBUKA 

1. Sudab berapa lama anda menjabat scbagai aparat pemerintabm1? 

2. Berapa persen(prosentase) warga Nanga Bulik yang berprofesi sebagai 

petani? 

3. Selain petani, apa saja mata pencarian masyarakat Nanga Bulik? 

4. Apa yang anda ketahui tentang laban yang di jadikan konflik antara warga 

dengan pihak perusabaan? 

5. Konflik apa saja yang terjadi pada warga Nanga Bulik ini? 

6. Menurut data pemerintahan tanab atau laban yang menjadi sengketa atau 

konflik itu milik masyarakat sepenuhnya? 

7. Sejak kapan masalab perebutan laban itu terjadi? 

8. Apa tindakan yang dilakukan pihak pemerintah kelurahan!kecamatan untuk 

mengatasi masalab tersebut? 

9. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut? 

10. Apa pihak keluraban/kecamatan sudab mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang perkebunan kelapa sawit ini? 
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11. Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya tuntutan 

kepada pihak perusahaan, oleh masyarakat? 

12. Dalam hal konflik ini pemerintah berperan sebagai apa? 

13. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menangani 

konflik ini? 

14. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam upaya 

pemerintah menyelesaikan konflik ini? 

C. Untuk Pihak Pemerintah (Kecamatan/Kabupaten) 

1. Sudah berapa lama saudara beke:rja disini? 

2. Apakah saudara tahu mengenai konflik/sengketa lahan yang te:rjadi akhir-

akhir . "? mi. 

3. Siapa-siapa saja pihak yang bersengketa? 

4. Bagaimana proses sengketa ini teljadi? 

5. Bagaimana status tanah yang diperebutkan itu sebenamya? 

6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa/konflik ini? 

7. Apa yang dituntut oleh masyarakat atas tanah mereka kepada pihak 

perusahaan? 

8. Bagaimana tanggapan pihak perusahaan sejauh ini terhadap tuntutan 

masyarakat? 

9. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap sikap masyarakat yang menuntut 

tanah yang telah digarap oleh pihak perusahaan? 

10. Apasajakah tindakan/upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredam 

stuasi konflik ini? 
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D. Untuk Pihak Perusahaan PT, Gemareksa Mekarsari 

Identitas Diri 

Nama: 

Umur : 

Jenis Kelamin: 

Jabatan: 

Daftar Pertanyaan 

1. Sudab lama anda bekeija di PT. Gemareksa Mekarsari ini? 

UNIVERSITA TERBUKA 

2. Apakab aktifitas yang dilakukan oleh pihak perusabaan ini sudab mendapat 

ijin dari pemerintab? 

3. Bagaimanakab kesepakatan awal antara warga Nanga Bulik dengan pihak 

perusabaan ketika pihak perusabaan mulai beoperasi di wilayab mereka? 

4. Bagaimana prosedur kepemilikan laban pihak perusabaan? 

5. Ketika didapatkan laban yang menjadi milik masyarakat, bagaimana proses 

dilakukan pihak perusabaan, sehingga laban bisa menjadi hak yang bisa 

digarap? 

6. Berapa ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat untuk tanab mereka? 

7. Akhir-akhir ini sering terjadi konfliklsengketa klam laban antara pihak 

perusabaan dengan warga Nanga Bulik, apakab anda mengetabuinya? 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang sengketa ini? 

9. Faktor-faktor apa yang memicu teijadinya sengketa/konflik ini? 

10. Bagaimana pihak perusahaan menanggapi tuntutan yang diajukan oleh pihak 

masyarakat? 
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11 . Bagaimana upaya pihak perusahaan dalam mengantisipasi semakin 

berlarutnya konflik dengan pihak masyarakat? 

12. Sepengetahuan anda pemerintah disini berperan sebagai apa? 

13 . Ada tidak upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengatasi 

konflik ini? Apa upaya-upaya yang dilakukan tersebut? 

E. Untuk Para Pengurus Lembaga Adat 

Identitas Diri 

Nama: 

Pekerjaan/jabatan: 

Usia: 

Pendidikan terakhir : 

Daftar Pertanyaan 

1. Sudah lamakah Bapak bekerja sebagai pengulus lembaga adat? 

2. Bagaimanakah kedudukan lembaga adat yang ada ini dalam suatu pekara 

yang ada di dalam masyarakat? 

3. Apakah bapak mengetahui tentang konflik yang terjadi sekarang ini? 

4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap konflik ini? 

5. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat masyarakat 

Kabupaten Lamandau? 

6. Mengapa proses penyelesaian menurut hukum adat ini, sangat efesien ? 

7. Bagaimanakah pengakuan hak atas tanah menurut aspek adat lamandau? 

Tugas Akhir Program Magister (TPAM) 210 

16/41956.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITA TERBUKA 

8. Masih seberapa besar aspek ada masih berpengaruh sebagai norma yang 

mengatur dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam 

kepemilikan tanah? 

9. Bagaimanakah proses sumpah adat, menurut adat Kabupaten Lamandau? 

10. Bagaimanakah proses musyawarah adat dalam penyelesaian konflik 

melalui hukum adat? 
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Lampiran 3 

Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakukan oleh Andreas Nahan, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dan tersimak oleh pewawancara. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP) 

J: Nara Sumberllnforment 

Nara sumber : 1 

1. Nama : Atie Dieni, S.Sos 

2. Umur : 53 tahun 

3. Pekerjaan/Jabatan : CamatBulik 

4. Tanggal Wawancara : 28 April2014 

5. Waktu Wawancara : 10.00 WIB 

6. Lokasi Wawancara . Kantor Camat Bulik . 

No Proses Wawancara 

T Sudah berapa lama saudara bekezja disini? 
1 

J Lumaian lama lah, sudah puluhan tahunnya pak .. 

T Apakah saudara tahu mengenai konflik/sengketa lahan 
yang terjadi akhir-akhir ini? 

2 
Kalau sengketa lahan di wilayah kecamatan saya, saya tau 
lah pak. Konflik lahan di Kabupaten Lamandau, khususnya 

J Kecamatan Bulik ini cukup tergolong tinggi dan bisa 
dikatakan rutin, karena dari data yang ada di kantor kami, 
tiap tahun selalu ada kasus ini 

3 T Siapa-siapa saja pihak yang bersengketa? 
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Terutama masyarakat Kelurahan Nanga Bulik dengan 
J Perusahaan PT.Gemareksa Mekarsari 

T Bagaimana proses sengketa ini terjadi? 

Sengketa ill1 terjadi berawal dari klam lahan yang 
4 dilakukan warga, yang menuntut agar pihak perusahaan 

memberi kompensasi atas tanah yang di klam itu, 
J 

kemudian tuntutan masyarakat tentang plasma 20% dari 
lahan HGU perusahaan untuk masyarakat. 

T Bagaimana status tanah yang diperebutkan itu sebenarnya? 

5 Kalau dari data kami, memang status tanah yang diklam 
J ini,merupakan eks ladang masyarakat, dan sebagian sudah 

ada SKTnya. 

T Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 
sengketa/k:onflik ini? 

6 Konflik ini memanas, pertama karena masyarakat tidak 

J puas dengan keputusan perusahaan mengenai kompensasi 
yang akan diberikan, kedua dikarenakan tututan plasma 
dari masyarakat belum direalisasikan. 

T Apa yang dituntut oleh masyarakat atas tanah mereka 
7 kepada pihak perusahaan? 

J Ganti rugi yang pantas menurut keterangan para warga 

T Bagaimana tanggapan pihak perusahaan sejauh ini 

8 terhadap tuntutan masyarakat? 

J Sepengetahuan say a, sebagian besar sudah dipenuhi, 
namun masyarakat ini kurang merasa puas. 

T 
Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap sikap 
masyarakat yang menuntut tanah yang telah digarap oleh 

9 pihak perusahaan? 

J 
Kami disini tidak memihak siapapun, namun yang pastinya 
kami siap menjadi mediator dalam penyelesaian masalah 
.. 
illl,. 

T Apasajakah tindakan/upaya yang dilakukan pemerintah 

10 untuk meredam stuasi konflik ini? 

J Seperti halnya kita pemah melakukan pertama upaya kita 
melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu, kemudian 
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melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, 
penyelesai melalui BPN ,musyawarah melalui lembaga 
adat. Hal ini kita maksudkan agar tidak sampai pada 
hukum positifllegal. 

T Menurut bapak/ibu bagaimana pola kemitraan yang selama 
: lill ditawarkan pihak perusahaan perkebunan (PT. 

Gemareksa, dll) kepada masyarakat? 

J Sepengetahuan karni pola kemitraan cukup baik lah, dimana 
perusahaan sanggup menyediakan kebun plasma/iga bagi 

: masyarakat.dan hasilnya pun sudah mulai masyarakat 
rasakan. Y awalau mungkin masih ada perusahaan yang 
nakal yng tidak mengindahkan hal tersebut. 

T Menurut bapak/ibu, bagaimana penyelesaian kasus tanah 
: yang hingga saat ini banyak yang belum tuntas ? 

12 Penyelesaian kasus sengketa tanah ini, sebenamya telah 
J diupayakan melalui berbagai cara, diantaranya kemitraan, 

mediasi dari pihak pemerintah, dan lain sebagainya. Untuk 
: kasus yang belum selesai itu dikarnakan adanya orang­

orang tertentu yang selalu mencan ce1ah guna 
keuntungannya sendiri. 

T Bagaimanakah proses terjadinya konflik lahan/tanah (antara 
: masyarakat dan perusahaan) di Kabupaten Lamandau ini? 

13 Sebenarnya simple saja. Tanah yang digarap masyarakat 
J sebagai lahan HGU nya merupakan tanah kas desa dan 

tanah ladang masyarakat, yang kemungkinan besar pihat 
: perusahaan kurang koordinasi dengan pihak pemilik tanah. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakukan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara ( Andreas Nahan, S.IP ) 

J: Nara Sumber!Informent 

Nara sumber: 2 

1. Nama : Mardali 

2. Umur : 50tabun 

3. Pekerjaan/Jabatan : Lurah Bulik 
4. Tanggal Wawancara : 28 April2014 

5. Waktu Wawancara : 13.00 WIB 

6. Lokasi Wawancara : Kantor Lurah Bulik 

No Proses Wawancara 

T 
Sudah berapa lama anda menjabat sebagai Lurah Nanga Bulik 

1 . "? llll. 

J Kurang lebih 4 tahunanlah. 
Berapa persen(prosentase) warga Nanga Bulik yang 

T 
berprofesi sebagai petani? 

2 
Kalau warga Nanga Bulik untuk sekarang yang petani hanya 

J 
berkisar pada angka 20%. 

3 T 
Selain petani, apa saja mata pencarian masyarakat Nanga 
Bulik? 

Tugas Akhir Program Magister (TPAM} 215 

16/41956.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITA TERBUKA 

Karen a Kelurahan Nanga Bulik lill terletak di pusat 

J Kabupaten, jadi kebanyanya masyarakatnya pengusaha dan 
pegawai negeri sipil. 

T Apa yang anda ketahui tentang lahan yang di jadikan konflik 
antara warga dengan pihak perusahaan? 

4 
Berdasarkan keterangan yang kami dapat, lahan tersebut 

J sebagian merupakan lahan eks ladang masyarakat. di 
Kecamatan bulik ini pada dalam rentan waktu dari 2011-2013 
ada terdapat kurang lebih 10 kasus sengketa tanah. 

T Konilik: apa saja yang terjadi pada warga Nanga Bulik ini? 

5 Konflik klam lahan yang pastinya. Hal lll1 dilakukan 
J masyarakat karena tuntutan mereka belum terealisasi 

sepenuhnya oleh pihak perusahaan. 

T 
Menurut data pemerintahan tanah atau lahan yang menjadi 
sengketa atau konflik itu milik masyarakat sepenuhnya? 

6 
Ada yang memang milik masyarakat secara pribadi 

J 
sepenuhnya, ada juga merupakan lahan hutan potensi desa. 

T Sejak kapan masalah perebutan lahan itu terjadi? 
i Makin memanas mulai tahun 2013, sebelumnya sih memang 

J 
sudah pernah terj adi. 

T 
Apa tindakan yang dilakukan pihak pemerintah 
kelurahan/kecamatan untuk mengatasi masalah terse but? 

Disini pemerintah desa netral. Posisi kita terjepit.Semakin kita 

8 
ditekan oleh masyarakat kontra, semakin parah ketentraman di 

J 
desa ini.Jadi aparat desa tidak ikut campur kegiatan rencana 
penambangan pasir besi dan penolakannya.Kita sesuai dengan 
prosedur dari pemeritah yang di atas.Pemerintah mengayomi 
keamanan dan pelayanan bidang kemasyarakatannya. 

T Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut? 

Konflik ini memanas, pertarna karena masyarakat tidak puas 
9 dengan keputusan perusahaan mengenai kompensasi yang 

J 
akan diberikan, kedua dikarenakan tututan plasma dari 
masyarakat belum direalisasikan. 

T Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya 
tuntutan kepada pihak perusahaan, oleh masyarakat? 

10 J Kami dari pihak kelurahan tidak ikut campur masalah ini. 
Kami hanya menjalankan administrasi kelurahan 
saja.Pemerintah desa/kelurahan mau menolak pemerintah juga 
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tidak bisa, mau ikut pemerintah juga tidak bisa. Disini kami 
netral. 

T Dalam hal konflik ini pemerintah berperan sebagai apa? 

11 J Kami hanya berperan sebagai penengah, selagi persoalan itu 
masih mau diselesaikan secara musyawarahlmediasi. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap T APM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP) 

J: Nara Sumber!Informent 

Nara somber: 3 

Nama : M.Burhan 

Umur : 47 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Swastaffokoh Masyarakat 

T~mggal Wawancara : 28 April2014 

Waktu Wawancara : 19.00 WIB 

Lokasi Wawancara : Kelurahan Nanga Bulik 

No Proses Wawancara 

T 
Apakah anda asli warga Nanga Bulik dan sudah berapa lama 

1 anda tinggal di Nanga Bulik? 

J Ia saya memang asli nanga bulik 

T 
Apa yang anda ketahui tentang perusahaan perkebunan kelapa 
sa wit? ., 

~ 

Perusahaan kelapa sawit ini perusahaan yang bergelut dalam 
J 

bidang perkebunan sawit,. 

T 
Apa anda setuju dengan hadirnya peruahaan perkebunan 

3 
kelapa sawit di daerah anda? 
Kita setuju saja, narnun prosedurnya hams benar, sesuai 

J 
dengan aturan yang ada. 
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T Apakah and a terlibat JUga dalam aktifitas perusahaan 

4 
perkebunan kelapa sawit ini, misalnya sebagai kariyawan atau 

penanam saham? 

J Tidak pak 

Apakah anda tabu tentang konflik lahan yang terjadi antara 

T warga Nanga Bulik liD dengan pihak Perusahaan PT. 

5 Gemareksa Mekarsari? 

J 
Konflik yang teijadi karena menuntut hak masyarakat kepa 

pihak perusahaan. 

T Bagaimana pendapat anda tentang konflik yang teijadi ini? 

6 Konflik ini sangat baik karena masyarakat menuntut hak 
J 

mereka. 

Apa sebenamya yang menjadi faktor pemicu/penyebab 
T 

teijadinya konflik tersebut? 

Konflik teljadi dikarenakan PT. Gemareksa Mekarsari telah 

7 menyerobot wilayah masyarakat adat seluas 856 hektare dari 

J luas izin kordinat HGU yang diberikan pada perusahaan sawit 
tersebut. Oleh karenanya masyarakat adat Lamandau meminta 
wilayah yang telah digarap terse but dikembalikan pada 
masyarakat adat atau komunitas pewarisnya. 

T 
Berkaitan dengan konflik ini, apa sebenarnya yang menjadi 
tuntutan mendasar perusahaan kepada masyarakat? 

8 
Tuntutan masyarakat yang meminta kepada pihak perusahaan 

J 
(PT. Gemareksa Mekarsari) 20% lahan dari Hak Garap Usaha 
( HGU ) yang diperuntukan untuk lahan plasma masyarakat 

kurang diindahkan 

T Bagaimana tanggapan pihak perusahaan atas tuntutan ini? 
9 

J Mereka menerima, namun realisasinya sangat bertele-tele. 

T Sepengetahuan and a mulai dari tahap pengupayaan 

mengakhiri konflik yang telah dilakukan oleh kedua belah 

10 pihak berbersengketa? 

J Mulai dari tahapan mediasi melalui lembaga adat, sampai 

padaBPN 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap T APM Akbir 

Wawancara dilakkan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP) 

J: Nara Sumberllnforment 

Nara somber: 4 

Nama : Yosef Maran 

Umur : 38 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Tokoh Masyarakat 

Tanggal Wawancara : 28 April 2014 

Waktu Wawancara : 08.00 WIB 

Lokasi Wawancara : Kelurahan Nanga Bulik 

No Proses Wawancara 

T 
Apakah anda asli warga Nanga Bulik dan sudah berapa lama 

1 anda tinggal di Nanga Bulik? 

J Ia saya memang asli nanga bulik 

T 
Apa yang anda ketahui tentang perusahaan perkebunan kelapa 
sa wit? 

2 
Perusahaan kelapa sawit ini perusahaan yang bergelut dalam 

J 
bidang perkebunan sawit,. 

T 
Apa anda setuju dengan hadimya peruahaan perkebunan 

3 
kelapa sawit di daerah anda? 
Kita setuju saja, namun prosedumya harus benar, sesuai 

J 
dengan aturan yang ada. 
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T Apakah anda terlibat juga dalam aktifitas perusahaan 

4 
perkebunan kelapa sawit ini, misalnya sebagai kariyawan atau 
penanam saham? 

J Tidak pak 

Apakah anda tahu tentang konflik lahan yang terjadi antara 

T warga Nanga Bulik llll dengan pihak Perusahaan PT. 
5 Gemareksa Mekarsari? 

J 
Konflik yang terjadi karena menuntut hak masyarakat kepa 
pihak perusahaan. 

T Bagaimana pendapat anda tentang konflik yang terjadi ini? 

6 Konflik ini sangat baik karena masyarakat menuntut hak 
J 

mereka. 

T 
Apa sebenamya yang menjadi faktor pemicu!penyebab 
teijadinya konflik tersebut? 

Konflik terjadi dikarenakan PT. Gemareksa Mekarsari telah 

7 menyerobot wilayah masyarakat adat seluas 856 hektare dari 

J luas izin kordinat HGU yang diberikan pada perusahaan sawit 
tersebut. Oleh karenanya masyarakat adat Lamandau meminta 
wilayab yang telah digarap terse but dikembalikan pada 
masyarakat adat atau komunitas pewarisnya. 

T 
Berkaitan dengan konflik ini, apa sebenamya yang menjadi 

tuntutan mendasar perusahaan kepada masyarakat? 

8 
Tuntutan masyarakat yang meminta kepada pihak perusabaan 

J 
(PT. Gemareksa Mekarsari) 20% laban dari Hak Garap Usaha 
( HGU ) yang diperuntukan untuk laban plasma masyarakat 
kurang diindahkan 

T Bagaimana tanggapan pihak perusahaan atas tuntutan ini? 

Manajer perusabaan di lapangan sudah mengakui dan 

9 menyanggupi kebun rakyat itu, namun masih menunggu 

J keputusan dari manajemen perusabaan di Jakarta dan hal ini 
semakin berlarut sampa1 tahun 2014 lll1 masih bel urn 
terealisasi dengan baik. 

T Sepengetahuan anda mulai dari tabap pengupayaan 
mengakhiri konflik yang telab dilakukan oleh kedua belah 

10 pihak berbersengketa? 

J Mulai dari tahapan mediasi melalui lembaga adat, sampai 
pada BPN dan bisa sampai kepengadilan formal 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP) 

J: Nara Sumberllnforment 

N ara sumber : 5 

Nama : Peto 

Umur : 41 Tahun 

Peker.iaan/Jabatan : Petani 

Tanggal Wawancara . 2 Mei 2014 . 
Waktu Wawancara : 19.00 WIB 

Lokasi Wawancara : RT. 10, Kelurahan Nanga Bulik 

Proses Wawancara 

T: Apakah anda asli warga Nanga Bulik dan sud&h berapa lama anda tinggal 
di Nanga Bulik? 

J: Ia asli nanga bulik 

T: Menurut bapak bagaimana pola kemitraan yang selama ini ditawarkan 

pihak perusahaan perkebunan (PT. Gemareksa, dll) kepada masyarakat? 

J: Pihak perusahaan ini dalam bermitra dengan masyarakat, kadang kurang 

konsisten. Contohnya masih banyak perusahaan yang mengolah lahan tidak 

sesuai prosedur yang ada. Kita masyarakat adat, manusia yang beradab, 
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hendaklah paling tidak adanya koordinasi. 

T: Menurut bapak, bagaimana penyelesaian kasus tanah yang hingga saat ini 

banyak yang belum tuntas ? 

J : Masalah ini amat kompleks, bagaimana mau selesai kalau yang di atas kita 

mungkin sudah dilobi oleh pihak perusahaan, sehingga tindakan 

pemerintah ini dalam menyelesaikan konflik hanya sebatas formalitas saja. 

T: Bagaimanakah proses terjadinya konflik lahan/tanah (antara masyarakat 

dan perusahaan) di Kabupaten Lamandau ini? 

J : Konflik yang terjadi baik antara masyarakat dengan perusahaan atau 

masyarakat dengan masyarakat, disebabkan oleh saling klam antara satu 

dengan yang lain. Maklumlah tanah sekarang mempunyai nilai ekonomis 

yang cukup tinggi. 

T: Menurut bapak, apakah warga pemah melakukan aksi demo ke kantor 

Bupati Lamandau atau kantor DPRD Lamandau, bagaimana mereka 

menakgapinya ? 

J : KaJau demo sudah sering dilalrnkan, tanggapan dari pihak pemerintah baik, 

namun dalam realisasinya pasti tetap saJa pihak perusahaan yang 

diuntungkan. 

T: Menurut bapak, bagaimana keberpihakan pemerintahan daerah dalam 

penyelesaian sengketa tanah ? 

J : Y a pemerintah kelihatannya berpihak, tapi kalau sudah berhadapan dengan 

pihak perusahaan mereka lebih cendrung kepada pihak perusahaan. 

Mungkin karena sudah budi. 

T: Menurut bapak, bagaimana keperdulian BPN dalarn mengumumkan secara 

terbu..lca daftar kepemilikan tanah ? 

J : Kalau masalah ini belum saya temukan, belum pemah kami menemukan 

pihak BPN secara terbuka mengumumkan tentang kepemilikan tanah ini. 

T: Menurut penilaian bapak, sudah sejauhmanakah peran pemerintah daerah 
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(melalui lembaga/dinas terkait) dalam membuat suatu kebijakan guna 

menyelesaikan konflik lahan/tanah (antara masyarakat dan perusahaan)? 

J: Kalau peranan mereka mungkin sudah mencapai anggka 75% lah. Walau 

ujung-ujung pihak: perusahaan JUga yng diuntungkan ketimbang 

masyarakat. 

T: Menurut penilaian anda, jalan/media/kebijakan apa yang sangat efektif 

untuk menyelesai/menanggulangi konflik lahan/tanah (antara masyarakat 

dan perusahaan)? 

J : Yang efektif kurang terlalu tau, tapi hyang menghampiri seperti mediasi, 

musyawarah, dan lain-lain .. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap T APM Akhir 

Wawancara dilakkan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP ) 

J: Nara Sumber/lnforment 

Nara sumber : 6 

Nama : Yuren 

Umur : 32 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : StafHumas PT. Gemareksa 
Mekarsari 

TanggalWawancara : 11 Mei 2014 

Waktu Wawancara : 09.00WIB 

Lokasi Wawancara : Kantor Humas PT. Gemareksa 
Mekarsari 

No Proses Wawancara 

T 
Sudah lama anda bekerja di PT. Gemareksa Mekarsari ini? 

1 
J Sudah 4 tahun ini 

Apakah aktifitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini 
T sudah mendapat ijin dari pemerintah? 

2 

J 
Pihak perusahaan telah dapat ijin, namun tidak semuaanya ijin 
HGU sebagian hanya prinsif. 
Bagaimanakah kesepakatan awal antara warga Nanga Bulik 

3 T dengan pihak perusahaan ketika pihak perusahaan mulai 
beoperasi di wilayah mereka? 
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Kalau awal perusahan berdiri saya belum tau, tapi selama saya 
J bekeija, kita mengadakan sosialisasi, minta persetujuan , 

membuat kesepakatan barulah kita mulai menggarap lahan. 
T Bagaimana prosedur kepemilikan lahan pihak perusahaan? 

4 Perusahaan dalam meperoleh tanah guna lahan perkebunanya 
J pastiny mengurus ijin, dan minta persetujuan dari masyarakat 

setempat. 
Ketika didapatkan lahan yang menjadi milik masyarakat, 

T 
bagaimana proses dilakukan pihak perusahaan, sehingga lahan 

5 
bisa menjadi hak yang bisa digarap? 

J 
Perusahaan berupaya mengadakan ganti rugi terhadap tanah 
terse but. 
Berapa ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat untuk 

T tanah mereka? 
6 

J 
Tergantung, sekarang berkisar 5 juta satu hektar dalam harga 
normalnya. 
Akhir-akhir ini sering teijadi konflik/sengketa klam lahan 

T 
antara pihak perusahaan dengan warga Nanga Bulik, apakah 
anda mengetahuinya? 

7 
Itu kami sangat tahu, apalagi bidang huas inilah yang selalu 

J berkoordinasi dengan masyarakat guna mencapai kata sepakat 
untuk meredam konflik yang teijadi. 

T 
Bagaimana tanggapan anda ten tang sengketa ini? 

8 Sengketa tanah ini, pada dasamya merupakan hal yang tidak 
J diinginkan oleh perusahaan, karena dampaknya banyak yang 

negatifnya. 
Faktor-faktor apa yang memicu teijadinya sengketa/konflik 

T . '? llll. 

"Konflik yang teijadi ini faktor utamanya klam lahan yang 
dilakukan oleh pihak warga Nanga Bulik, dengan alasan 

9 
tututan mereka tidak direalisasikan. Tapi bagaimana pihak 
perusahaan mau merealisasikan, kalau warga menginginkan 

J konpensasi diatas standar, ya yang pastinya pihak perusahaan 
merasa keberatan dengan hal ini, dan itupun perlu proses yang 
cukup lama, Sementara itu pihak masyarakat melakukan 
panen terhadap buah kelapa sawit yang ada, bukanakah hal ini 
sesuattu yang menjengkelkan, hal ini pun menjadi 
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pertimbangan pihak perusahaan". 

T Bagaimana pihak perusahaan menanggap1 tuntutan yang 
diajukan oleh pihak masyarakat? 

10 
J Kami menyetujuai, tapikan prosesnya tidak langsung sekali 

jadi, perlu ada persetujuan dari pusat dulu. 
T Bagaimana upaya pihak perusahaan dalam mengantisipasi 

semakin berlarutnya konflik dengan pihak masyarakat? 

11 
J Merealisasikan tuntutan yang masyarakat inginkan .. 

mengambil jalur pengadilan bila mana mediasi yang 
ditawarkan pemerintah tidak berhasil. 

12 
T Sepengetahuan anda pemerintah disini berperan sebagai apa? 

J Pemerintah netral ja 
T Ada tidak upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna 

mengatasi konflik ini? Apa upaya-upaya yang dilakukan 

13 
terse but? 

J Pemerintah berupaya memediasi persoalan ini, mulai dari 
tingkat lembaga adat, BPN maupun cara lainnya yang sifatnya 
mediasi dan mufakat. 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakukan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP) 

J: Nara Sumber!Informent 

Nara somber: 7 

1. Nama : BELE 

2. Umur : 45 Tahun 

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki 

4. Pendidikan Terakhir : SD 

5. Agama : Kristen Protestan 

6. Pekerjaan : Kepala Adat 

7. Kewarganegaraan : WNI 

8. Alamat : Nanga bulik 

9. Tanggal Wawancara : 15 Juni 2014 
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T: Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat 
masyarakat Kabupaten Lamandau? 

J : Proses penyelesaian sengketa tanah dengan hukum adat, sepertihalnya 
dengan menggunakan metode musyawarah untuk mencapru 
kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan adat yang berlaku, 
dimana proses ini dimulai dengan pengaduan masyarakat, kemudian 
pihak adat mempelajari pengaduan, setelah itu barulah 
dilaksanakannya musyawarah dengan di dampingi mediator. Dalam 
hukum adat maka pihak yang bersalah akan dikenakan denda/kamuh. 

T: Mengapa proses penyelesaian menurut hukum adat ini, sangat efesien? 

J: Karena proses itu bersifat ekonomis, kekeluargaan, gotongroyong, hila 
dibandingkan denga penyelesaian secara pengadilan yang 
membutuhkan biaya yang cukup banyak dan bisa dipermainkan oleh 
pihak yang mempunyai uang. 

T: Menurut bapak, apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik? 

J : Yang melatar belakangi terjadinya konflik ini bermacam-macam, 
diantaranya karena irihatilcemburu, nilai ekonomis yang ada pada 
tanah, perebutan batas lahan, hak milik digarap orang lain, dan lain 
sebagainya. 

T: Bagaimanakah pengakuan hak atas tanah menurut aspek adat 
lamandau? 

J: 
Dalam kehidupan masyarakat adatltraditional kepemilikan tanah 
terutama ditandai dengan pemah digarapnya lahan tersebut dan di 
buktikan dengan ada tanam tumbuh di dalam lahan tersebut (berkaitan 
dengan sejarah pengolahan tanah), dibuktikan dengan surat adat, SKT 
dan sertiflkat menurut hukum negara. 

T: Masih seberapa besar aspek ada masih berpengaruh sebagai norma 
yang mengatur dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat, terutama 
dalam kepemilikan tanah? 

J : Sangat besar, karena kita tahu bahwa awal-mula hukum dan 
keberadaban manusta itu dari hukum ada yang tumbuh dan 
membudaya dalam diri masyarakat, yang kemudian dipermanenkan 
menjadi hukum adat, 
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Transkrip Hasil Wawancara Pelengkap TAPM Akhir 

Wawancara dilakukan oleh Andreas Nahan S.IP, seorang mahasiswa 

Universitas Terbuka. Catatan Transkrip ini diketik disesuaikan dengan bahasa 

percakapan yang terekam dalam alat perekam dan tidak terekam. 

Keterangan : T: Pewawancara (Andreas Nahan, S.IP) 

J: Nara Sumber!Informent 

Nara sumber: 8 

1. Nama : TAGUH 

2. Umur : 60 Tabun 

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki 

4. Pendidikan Terakhir : SD 

5. Agama : Kristen Protestan 

6. Pekerjaan : DEMANG LAMANDAU 

7. Kewarganegaraan : WNI 

8. Alamat : Nanga bulik 

9. Tanggal Wawancara . 15 Juni 2014 . 

Tugas Akhir Program Magister (TPAM) 230 

16/41956.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



T: 

J: 

T: 

J: 

T: 

J: 

T: 

J: 

T: 

J: 

UNIVERSITA TERBUKA 

Bagaimanakah proses sumpah adat, menurut adat Kabupaten 
Lamandau? 

Dalan keputusan Penetapan Keputusan Adat kepada para pihak 
yang bersengketa jalan pertama; sumpah adat yang menyangkut 
sumpah adat menyolap ke arai (sumpah adat selam dalam air), 
sumpah adat nyolumkanjari kedalam arai hanga'an (mencelupkan 
jari kedalam air panas yang mendidih) dan sumpah adat tatak 
rotan ( potong rotan ). 

Bagaimanakah proses musyawarah adat dalam penyelesaian 
konflik melalui hukum adat? 
Ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaian melalui 
altematif/musyawarah dalam forum adat, yaitu tahap musyawarah 
mufakat oleh para pihak yang bersengketa, tahap mediasi oleh 
lembaga hukum adat, dan tahap penetapan keputusan. Didalam 
musyarah tersebut melibatkan dewan adat dan pihak-pihak yang 
berkonflik. Dan disini nantinya ada moderator yang membantu 
jalannya musyawarah. 
Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat 
masyarakat Kabupaten Lamandau? 

Proses penyelesaian sengketa tanah dengan hukum adat, sepertihalnya 
dengan menggunakan metode musyawarah untuk mencapru 
kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan adat yang berlaku, 
dimana proses ini dimuJai dengan pengaduan masyarakat, kemudian 
pihak adat mempelajari pengaduan, setelah itu baruJah 
dilaksanakannya musyawarah dengan di dampingi mediator. Dalam 
hukum adat maka pihak yang bersalah akan dikenakan denda/kamuh. 

Mengapa proses penyelesaian menurut hukum adat ini, sangat efesien? 

Karena proses itu bersifat ekonomis, kekeluargaan, gotongroyong, bila 
dibandingkan denga penyelesaian secara pengadilan yang 
membutuhkan biaya yang cukup banyak dan bisa dipermainkan oleh 
pihak yang mempunyai uang. 
Bagaimanakah pengakuan hak atas tanah menurut aspek adat 
lamandau? 

Dalam kehidupan masyarakat adat/traditional kepemilikan tanah 
terutama ditandai dengan pemah digarapnya laban tersebut dan di 
buktikan dengan ada tanam tumbuh di dalam laban tersebut (berkaitan 
dengan sejarah pengolahan tanah), dibuktikan dengan surat adat, SKT 
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dan sertiftkat menurut hukum negara. 

T: Masih seberapa besar aspek ada masih berpengaruh sebagai norma 
yang mengatur dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat, terutama 
dalam kepemilikan tanah? 

J: Sangat besar, karen a kita tahu bahwa av:al-mula huku.'U dan 
keberadaban manus1a itu dari hukum ada yang tumbuh dan 
membudaya dalam diri masyarakat, yang kemudian dipermanenk:an 
menjadi hukum adat, 
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Lampiran 4 

FOTO-FOTO KLAIM LA HAN OLEH MASY ARAKA T 
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